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ABSTRACT 
 

Ilya Fitri, Analysis of Criminal Decisions for Parents Who Commit Violence to 

Their Biological Children (Case Study Decision Number: 79/Pid.Sus/2020/PN 

Tte; Legal Studies Program, Nadtlatul Ulama University Indonesia Jakarta, 

2024. 

Violence perpetrated by dads against children constitutes a breach of 

children's rights as stipulated in Law Number 23 of 2002 regarding Child 

Protection, subsequently amended by Law Number 35 of 2014. This violence 

encompasses physical, psychological, sexual abuse, and neglect, all of which are 

deemed unlawful and jeopardize children's rights to live, thrive, develop, and 

engage in a manner befitting their dignity and worth.  Contributing aspects 

encompass economic strain, emotional volatility, and a deficient comprehension of 

parenting practices aligned with kid safety concepts. The impacts include physical 

trauma, mental disorders, and even inhibition of children's social development. 

Handling of this violence is regulated through legal mechanisms involving the role 

of child protection agencies, law enforcement officers and rehabilitation support. 

This research utilizes normative juridical research. In collecting data the 

author used primary, secondary and tertiary legal materials. The author uses an 

approach method, namely the case approach, as well as a data collection method 

using library research and data taken through library data, then the author uses a 

prescriptive qualitative data analysis method. 

In adjudicating child abuse cases, courts evaluate legal and social 

dimensions, prioritizing the robustness of evidence, including testimonies, autopsy 

findings, and pertinent documentation.  The judge evaluates the trial's facts, 

encompassing proof of violence, the child's impact, and the perpetrator's intent, to 

administer a just sentence, ensure a deterrent effect, and, when feasible, encourage 

family rehabilitation. However, challenges such as lack of evidence, social norms 

that support physical violence, and the condition of the perpetrator often influence 

decisions, which are sometimes considered too lenient and do not meet the public's 

sense of justice, especially in cases of serious or repeated violence. 

Keywords: violence against children, child protection, Child Protection Law. 
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ABSTRAK 
 

Ilya Fitri, Analisis Putusan Pidana Bagi Orang Tua Yang Melakukan 

Kekerasan Terhadap Anak Kandung (Studi kasus Putusan Nomor: 

79/Pid.Sus/2020/PN Tte; Prodi Ilmu Hukum, Universitas Nadtlatul Ulama 

Indonesia Jakarta, 2024. 

Kekerasan yang dilakukan ayah terhadap anak merupakan pelanggaran 

terhadap hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selanjutnya diubah dengan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kekerasan ini mencakup pelecehan fisik, 

psikologis, seksual, dan penelantaran, yang semuanya dianggap melanggar hukum 

dan membahayakan hak anak untuk hidup, berkembang, berkembang, dan terlibat 

dengan cara yang sesuai dengan martabat dan nilai mereka.  Aspek yang 

berkontribusi meliputi tekanan ekonomi, ketidakstabilan emosi, dan kurangnya 

pemahaman tentang praktik pengasuhan anak yang selaras dengan konsep 

keselamatan anak. Dampaknya mencakup trauma fisik, gangguan mental, hingga 

penghambatan perkembangan sosial anak. Penanganan kekerasan ini diatur melalui 

mekanisme hukum yang melibatkan peran lembaga perlindungan anak, aparat 

penegak hukum, dan dukungan rehabilitasi. 

Penelitian ini memanfaatkan jenis penelitian yuridis normatif. Dalam 

pengambilan data penulis menggunakan Bahan Hukum primer, sekunder serta 

tersier. Penulis menggunakan metode pendekatan yaitu pendekatan kasus, serta 

metode pengumpulan data dengan Studi Kepustakaan dan data yang diambil 

melalui data pustaka lalu penulis memakai metode analisis data secara kualitatif 

bersifat preskriptif. 

Dalam mengadili kasus pelecehan anak, pengadilan mengevaluasi dimensi 

hukum dan sosial, dengan memprioritaskan kekuatan bukti, termasuk kesaksian, 

temuan otopsi, dan dokumentasi terkait.  Hakim mengevaluasi fakta-fakta 

persidangan, yang mencakup bukti kekerasan, dampak terhadap anak, dan niat 

pelaku, untuk menjatuhkan hukuman yang adil, memastikan adanya efek jera, dan, 

jika memungkinkan, mendorong rehabilitasi keluarga. Namun, tantangan seperti 

kurangnya bukti, norma sosial yang mendukung kekerasan fisik, serta kondisi 

pelaku sering memengaruhi putusan, yang kadang dianggap terlalu ringan dan tidak 

memenuhi rasa keadilan publik, terutama pada kasus kekerasan berat atau berulang. 

Kata kunci: kekerasan terhadap anak, perlindungan anak, Undang-Undang 

Perlindungan Anak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

  Setiap anak, termasuk yang masih dalam kandungan, berhak 

mendapatkan perlindungan.   Dianggap sebagai dasar dari semua hak-hak anak, hak 

atas perlindungan ini sangatlah penting.   Sebuah kejahatan yang mengerikan, 

kekerasan terhadap anak masih berdampak pada kehidupan jutaan anak muda di 

seluruh dunia.  

  Secara umum ada empat bentuk kekerasan yang harus Anda 

waspadai: penelantaran, pelecehan emosional, seksual, dan fisik.   Karena mereka 

meninggalkan bukti nyata, bentuk-bentuk kekerasan tertentu bisa dikenali dengan 

jelas, namun sayangnya, bentuk-bentuk kekerasan lainnya tidak bisa dikenali.1 

Anak-anak menerima bantuan baik di dunia nyata maupun melalui penggunaan 

gawai. 

  Agar si kecil dapat merasa aman dan tenteram dengan lingkungan 

barunya serta terhindar dari perasaan tidak nyaman, diperlukan bantuan orang tua 

untuk membantunya menyesuaikan diri.2 Anak yang mendapat dukungan orang tua 

akan lebih berani di masyarakat dan memiliki peluang lebih kecil untuk melakukan 

kekerasan karena mereka akan tetap berada di bawah pengawasan orang tua 

sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kekerasan eksternal.  Persoalan 

muncul ketika pelaku kekerasan adalah orang tuanya sendiri. 

  Amandemen kedua UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

yang membentuk Pasal 28 B menyatakan “setiap anak berhak atas kelangsungan 

hidup, tumbuh kembang, dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi.”  Isi esai di atas menunjukkan adanya hak-hak anak dalam 

menghadapi kehidupan berbangsa yang dilindungi konstitusi.  Undang-Undang 

                                                             
1 Zen Sentosa, Mengenali Kekerasan Pada Anak, Yogyakarta: Alaf Media, 2019, hlm. 9. 
2 Muarifah, Alif., Wati, D. E., & Puspitasari, Identifikasi Bentuk dan Dampak Kekerasan 

Pada Anak Usia Dini di Kota Yogyakarta, 2018, Jurnal Obsesi: Jurnal Anak Usia Dini. 4(2). 

757-765. DOI: 10.31004/obsesi.v4i2.451 
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Nomor 4 Tahun 1979 te$ntang Ke$se$jahte$raan Anak ke$mudian me$mpe$rje$las 

ke$te$ntuan UUD Ne$gara Re$publik Indone$sia Tahun 1945, yang me$nyatakan bahwa 

“Ke$se$jahte$raan adalah suatu siste$m pe$nghidupan dan pe$nghidupan bagi anak yang 

dapat me$njamin pe$rtumbuhan dan pe$rke$mbangannya se$cara wajar, baik lahiriah, 

batiniah, dan sosial.” Bidang politik, e$konomi, sosial, budaya, hukum, agama, dan 

aspe$k ke$hidupan lainnya se$muanya te$rcakup dalam hak asasi manusia.  Be$rbicara 

te$ntang hak asasi manusia juga be$rarti be$rbicara te$ntang hak se$tiap orang.  hak-hak 

apa yang ada dan bagaimana hak-hak te$rse$but dilindungi.3 

  Se$jumlah undang-undang te$lah me$ne$tapkan sudut pandang hukum 

yang positif te$rhadap pe$larangan ke$ke$rasan te$rhadap pe$re$mpuan dan anak.   

Pe$rundang-undangan te$rkait me$mbahas se$cara me$ndalam se$jumlah aturan te$rkait 

pe$langgaran, te$rmasuk te$rkait de$ngan be$rbagai be$ntuk ke$ke$rasan dan ke$ke$rasan 

dalam rumah tangga (KDRT).   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 te$ntang 

Pe$ne$tapan Pe$raturan Pe$me$rintah Pe$ngganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 

te$ntang Pe$rubahan Ke$dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 te$ntang 

Pe$rlindungan Anak dan Undang-Undang Re$publik Indone$sia Nomor 23 Tahun 

2004 te$ntang Pe$nghapusan Ke$ke$rasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) 

me$rupakan dua pe$raturan yang me$ngatur larangan ke$ke$rasan te$rhadap pe$re$mpuan 

dan anak.4 

  Te$ntu saja kare$na pe$ran me$re$ka yang sangat pe$nting dalam 

ke$hidupan be$rbangsa, anak-anak le$bih dilindungi ole$h undang-undang.   Anak-anak 

yang me$ngalami pe$le$ce$han se$ksual me$me$rlukan pe$rlindungan khusus.   Indone$sia 

me$nge$sahkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 te$ntang Pe$rlindungan 

Anak dalam rangka me$nye$le$nggarakan Konfe$re$nsi Hak Anak.  Kare$na aturan ini, 

anak te$rlindungi dari ke$ke$rasan se$ksual dan hal-hal lain yang mungkin 

me$mbahayakan atau me$nyakiti dirinya. 

                                                             
3 Sumy H.P, Kekerasan Pada Anak dan Wanita (Perspektif Ilmu Kedokteran Forensik), 

Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2017. hlm. 3. 
4 Rismansyah, Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Atas 

Kekerasan Verbal dan Non Verbal di Kabupaten Kutai Kartanegara, Tenggarong: 

Universitas Kutai Kartanegara Fakultas Hukum, Jurnal Justice, Volume 4 No. 2 2022, 

hlm.4. 
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  Se$bagai landasan ope$rasional te$lah dite$tapkan Ke$ppre$s No. 59 

Tahun 2002 te$ntang Re$ncana Aksi Nasional Pe$nghapusan Be$ntuk-Be$ntuk 

Pe$ke$rjaan Te$rburuk Untuk Anak. Pe$nje$lasan UU No. 23 Tahun 2002 Te$ntang 

Pe$rlindungan Anak me$ngatur “bahwa pe$me$rintah akan me$mbe$rikan pe$rlindungan 

se$dini mungkin ke$pada anak, se$jak dari janin dalam kandungan sampai anak 

be$rumur 18 tahun, disamping itu anak korban ke$ke$rasan juga akan me$ndapatkan 

pe$rlindungan khusus”. Se$lain itu pe$rlindungan te$rhadap anak korban ke$ke$rasan 

se$ksual te$rdapat pula dalam Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 Te$ntang Pe$nghapusan 

Ke$ke$rasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).5 

  Undang-Undang Re$publik Indone$sia Nomor 23 Tahun 2004 te$ntang 

Pe$nghapusan Ke$ke$rasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) se$cara le$bih rinci 

me$nje$laskan pe$nge$rtian-pe$nge$rtian te$ntang ke$ke$rasan fisik, psikis, dan se$ksual. 

Me$nurut ke$te$ntuan pasal 6 Undang-Undang te$rse$but, "ke$ke$rasan fisik adalah 

pe$rbuatan yang me$ngakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka be$rat". Ke$mudian 

me$nge$nai ke$ke$rasan psikis, di dalam pasal se$lanjutnya dikatakan bahwa 

"Ke$ke$rasan psikis adalah pe$rbuatan yang me$ngakibatkan ke$takutan, hilangnya rasa 

pe$rcaya diri, hilangnya ke$mampuan untuk be$rtindak, rasa tidak be$rdaya, dan/atau 

pe$nde$ritaan psikis be$rat pada se$se$orang".6  

  Ke$ke$rasan fisik dalam konte$ks pe$ngasuhan dan pe$ndidikan 

me$rupakan salah satu je$nis ke$ke$rasan yang paling se$ring dite$mui anak.  Jika anak 

dite$mpatkan di fasilitas pe$ngasuhan alte$rnatif, biasanya anggota ke$luarga, orang 

tua, guru, dan pe$ngasuh lainnyalah yang se$cara aktif te$rlibat de$ngan anak te$rse$but 

dan me$mpunyai tanggung jawab untuk me$lindungi anak te$rse$but, se$hingga hal ini 

masuk akal.7  

  Ke$ke$rasan te$rhadap anak dilakukan ole$h individu, ke$luarga, atau 

orang lain yang tinggal be$rsama anak te$rse$but. Orang tua mungkin re$sort ke$ 

ke$ke$rasan fisik atau me$nggunakan bahasa yang me$nyakitkan ke$tika anak me$re$ka 

                                                             
5 Ibid, hlm. 4. 
6 Op Cit, Mendidik Anak Tanpa Kekerasan, hlm. 23. 
7 Rusmilawati Windari, Kebijakan Larangan Hukuman Fisik (Corporal Punishment) Pada 

Anak Pada Lingkup Pengasuhan Dan Pendidikan (Kajian Integratif Terhadap 

Penanggulangan Kekerasan Pada Anak), Surabaya: Scopindo Media Putra, 2022, hlm. 5. 
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me$nunjukkan pe$rilaku yang me$ngganggu.8 Ke$tika ayah dan ibu me$ngalami 

ke$sulitan dan tidak dapat me$nge$lola e$mosinya de$ngan baik, anak-anak me$re$ka 

dapat de$ngan mudah me$ngalami pe$rilaku ke$ke$rasan orang tua.  Ke$ke$rasan fisik dan 

psikologis te$rhadap anak dapat be$rdampak buruk se$cara fisik, se$pe$rti luka, me$mar, 

pe$ndarahan, pe$nyiksaan, cacat pe$rmane$n, bahkan ke$matian.  

  Anggota ke$luarga, te$rutama orang tua, me$rupakan pihak yang 

me$lakukan ke$ke$rasan te$rhadap anak.   Kakak laki-laki, adik, kake$k-ne$ne$k, atau 

anggota ke$luarga lainnya Anak-anak le$bih re$ntan te$rhadap manipulasi dan 

ke$ke$rasan kare$na me$re$ka se$ring me$lakukan ke$salahan dan te$rkadang me$mbuat 

ke$sal orang tua dan anggota ke$luarganya.9 

  Se$pe$rti yang dinyatakan dalam ringkasan kasus Putusan Nomor 

79/Pid.Sus/2020/PN Tte$ awalnya te$rdakwa yang baru tiba dirumah se$kitar pukul 

00.30 WIT se$te$lah dari rumah te$mannya me$ncari istri te$rdakwa namun te$rdakwa 

hanya me$ndapati anak ke$dua te$rdakwa yang be$rnama PUTRI SUDARMIN UMAR 

Alias PUTRI, anak ke$tiga dan ke$e$mpat. Kare$na yang dicari tidak ada, te$rdakwa lalu 

marah dan me$lampiaskan ke$marahannya ke$pada barang-barang dirumah be$rupa 

sound syste$m, te$le$visi, kompor dan barang lainnya yang disaksikan ole$h anak-anak 

te$rdakwa, se$te$lah itu te$rdakwa be$rtanya ke$pada anak korban yakni Putri Sudarmin 

Umar Alias Putri de$ngan pe$rkataan “ Mama mana”, dan anak korban me$njawab 

“Mama ada pigi”, te$rdakwa be$rtanya “Mama Pigi De$ng Sapa?put jangan simapn 

rahasia”, dan anak korban me$njawab “put tara tahu lagi”, dan te$rdakwa ke$mbali 

be$rtanya “jangan simpan simpan, put jangan bafoya”, dan anak korban me$njawab 

“tarada”. Se$te$lah me$nde$ngar jawaban anak korban, te$rdakwa se$makin e$mosi lalu 

me$mukul anak korban me$nggunakan te$lapak tangan kanan be$rulang kali, yang 

pe$rtama me$nge$nai le$he$r bagian be$lakang de$kat te$linga, yang ke$dua me$nge$nai 

punggung, dan ke$tiga me$nge$nai pantat se$rta ke$e$mpat me$le$mpar me$nggunakan he$lm 

dan te$rakhir me$ne$ndang anak korban me$nggunakan kaki kanan se$banyak 3 (Tiga) 

kali se$te$lah itu te$rdakwa ke$luar me$ncari istri te$rdakwa.   

                                                             
8 Rianawati, Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Anak, Pusat Studi Gender dan 

Anak, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak. hlm. 3. 
9 Ibid., hlm. 4. 
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  Hukuman fisik te$rhadap anak dalam konte$ks pe$ndidikan dan 

pe$ngasuhan te$lah me$njadi isu kontrove$rsial dalam be$be$rapa de$kade$ te$rakhir, 

de$ngan banyak argume$n yang me$ndukung dan me$ne$ntangnya.   Validitas hukuman 

fisik te$rhadap anak me$rupakan salah satu dari dua topik pe$nting yang se$ring 

dibahas.  Me$nurut be$be$rapa ilmuwan sosial, agre$si dan ke$ke$rasan fisik adalah hal 

yang sama.   Se$lain itu, pe$rsoalan ke$dua adalah ke$absahan pe$mbe$rian sanksi ke$pada 

orang-orang te$rde$kat anak yang me$lakukan tindak pidana.  Hal ini te$rkait de$ngan 

tindakan hukuman yang be$rmaksud baik dan hanya me$nimbulkan se$dikit 

ke$rugian.10 

  Para pe$ndukungnya pe$rcaya bahwa pe$ngasuhan anak dan 

pe$ndidikan te$rkait e$rat de$ngan hukuman fisik.   Cara ini dikatakan e$fe$ktif untuk 

me$mbuat anak patuh, me$mpe$rbaiki ke$lakuan buruknya, dan me$nanamkan nilai-

nilai moral dalam dirinya.  Ke$yakinan umum bahwa orang tua dan guru me$mpunyai 

tugas dan hak untuk me$ndidik dan me$mpe$rsiapkan anak-anak me$re$ka me$njadi 

individu yang tangguh di masa de$pan je$las be$rte$ntangan de$ngan anggapan ini.   Para 

pe$ne$ntangnya be$rpe$ndapat bahwa hukuman fisik te$rhadap anak-anak me$rugikan 

me$re$ka dan me$langgar hak-hak dasar me$re$ka, khususnya hak atas inte$gritas fisik, 

psikologis, dan sosial. 

  Tidak ada hal yang baik yang dapat dihasilkan dari pe$rbuatan 

me$nyakiti ke$cuali pe$nde$ritaan.11 John Locke$ bahkan me$ne$gaskan slavish discipline $ 

make$s a slavish te$mpe$r yang be$rarti be$ntuk disiplin yang se$olah me$nuntut 

ke$patuhan hanya akan me$nghasilkan amarah yang te$rse$lubung dalam ke$patuhan.12 

Bagaimanapun, upaya pe$rlindungan anak me$mang me$rupakan hal yang signifikan 

untuk diwujudkan. Namun, upaya te$rse$but harus dilakukan dalam lingkungan 

prinsip-prinsip ke$adilan,ke$adilan yang be$rasal dari ke$inginan abadi dan te$rus-

me$ne$rus untuk me$mbe$rikan apa yang dibutuhkan se$tiap orang (justitia e$st constants 

e$t pe$rpe$tra voluntas ius sum cuique$ tribue$ndi).13 Dalam konte$ks ini, aturan hukum 

                                                             
10 Ibid, hlm.6. 
11 Ibid, hlm. 7. 
12 Avi I Mintz, Pain and Education, dalam Jennifer Corns, The Routledge 17 Handbook of 

Philosophy of Pain The Routledge Publishing, London and New York, 2017, hlm 344. 
13 Sajtipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Cetakan Ke-7), Bandung: Citra Aditya Abadi. hlm. 274.  



6 
 

te$ntunya harus mampu me$ne$mpatkan pe$rlindungan anak dan pe$rlindungan para 

pihak yang te$rlibat langsung dalam pe$ngasuhan dan pe$ndidikan se$cara se$imbang. 

  Sangat pe$nting untuk me$lindungi anak kare$na itu akan me$lindungi 

psikologis anak. Ke$ke$rasan yang dilakukan ole$h orang tua ke$pada anak akan 

me$nye$babkan anak me$ngalami gangguan psikologis sampai de$wasa, dan tidak ada 

aturan yang me$ngatur bagaimana anak-anak yang me$ngalami "pe$ndisiplinan" ole$h 

orang tuanya. Be$rdasarkan  pe$rmasalahan di atas pe$ne$liti te$rtarik dalam me$nyusun 

Skripsi ini de$ngan me$ngambil judul ANALISIS PUTUSAN PIDANA BAGI 

ORANG TUA YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK 

KANDUNG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 79/Pid.Sus/2020/PN Tte). 

1.2. Rumusan Masalah 

1.2.1. Bagaimana aturan hukum yang me$ngatur ke$ke$rasan te$rhadap anak yang 

dilakukan ole$h orang tua? 

1.2.2. Bagaimana Pe$rtimbangan hakim dalam me$mbe$rikan putusan ditinjau 

be$rdasarkan putusan NOMOR: 79/Pid.Sus/2020/PN Tte$ ke$pada orang 

tua yang me$lakukan ke$ke$rasan te$rhadap anak? 

1.2.3. Analisis hukum te$rhadap putusan pidana yang dike$luarkan ole$h hakim 

ke$pada orang tua yang me$lakukan ke$ke$rasan te$rhadap anaknya? 

1.3. Tujuan Masalah 

1.3.1. Untuk me$nge$tahui aturan hukum yang me$ngatur ke$ke$rasan te$rhadap 

anak yang dilakukan ole$h orang tua 

1.3.2. Untuk Me$nge$tahui Pe$rtimbangan hakim dalam me$mbe$rikan putusan 

ditinjau be$rdasarkan putusan NOMOR: 79/Pid.Sus/2020/PN Tte$ 

ke$pada orang tua yang me$lakukan ke$ke$rasan te$rhadap anak  

1.3.3. Untuk me$nge$tahui analisis hukum te$rhadap putusan pidana yang 

dike$luarkan ole$h hakim ke$pada orang tua yang me$lakukan ke$ke$rasan 

te$rhadap anaknya 

1.4. Metodologi Penelitian 

1.4.1. Je$nis Pe$ne$litian 

  Pe$ne$litian ini me $manfaatkan je$nis pe$ne$litian yuridis normatif. 

Pe$ne$litian yuridis normatif me$rupakan pe$ne$litian hukum te$rhadap norma-norma 
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hukum positif, asas-asas, prinsip-prinsip, dan doktrin-doktrin hukum.14 Norma 

hukum yang dite$mukan dalam pe$raturan pe$rundang-undangan, norma masyarakat, 

dan putusan pe$ngadilan adalah fokus pe$ne$litian ini.  Dalam hal me$mbantu 

me$ngoptimalkan hasil pe$ne$litian, maka te$rdapat bahan yang digunakan. Bahan 

te$rse$but se$bagai be$rikut: 

1.3.1.1. Sumbe$r Bahan hukum Pre$mie$r 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Te$ntang Pe$ne$tapan Pe$raturan 

Pe$me$rintah Pe$ngganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Te$ntang 

Pe$rubahan Ke$dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Te$ntang 

Pe$rlindungan Anak Me$njadi Undang-Undang. 

2. Undang-Undang Re$publik Indone$sia Nomor 35 Tahun 2014 te$ntang 

Pe$rubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 te$ntang 

Pe$rlindungan Anak. 

3. Pe$raturan Me$nte$ri Ne$gara Pe$mbe$rdayaan Pe$re$mpuan dan Pe$rlindungan 

Anak Re$publik Indone$sia Nomor 2 Tahun 2011 te$ntang   Pe$doman 

Pe$nanganan Anak Korban Ke$ke$rasan. 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 te$ntang Pe$nghapusan Ke$ke$rasan 

Dalam Rumah Tangga. 

5. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Tte$ 

1.4.1.2. Bahan hukum se$kunde$r 

Bahan hukum se$kunde$r yaitu mate$ri hukum dasar, se$pe$rti buku, majalah, 

pe$ne$litian, dan inte$rne$t.15 

1.4.1.3. Bahan Hukum Te$rsie$r 

Bahan hukum Te$rsie$r ialah informasi yang be$risi instruksi atau pe$nje$lasan 

te$ntang bahan hukum prime$r dan se$kunde$r, se$pe$rti kamus hukum, kamus bahasa, 

dan e$nsiklope$dia hukum yang me$mbahas masalah yang re$le$van.16 

                                                             
14 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 

Singkat,   Rajawali Pres, Jakarta, 2009, hlm. 13-14. 
15 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, 

Jakarta, 2014, hlm. 52. 
16 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pertama, University Press, Mataram, 

2020, hlm. 62. 
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1.4.2. Me$tode$ Pe$nde$katan 

  Pe$nde$katan kasus (case$ approach) dapat digunakan dalam 

pe$ne$litian yang dilakukan ole$h praktisi, te$ore$tisi, dan akade$misi. Praktisi 

me$lakukan pe$ne$litian de$ngan me$ngide$ntifikasi ke$putusan pe$ngadilan yang diakui 

se$bagai yurisprude$nsi untuk digunakan dalam kasus te$rte$ntu.17 

1.4.3. Te$knik Pe$ngumpulan Data 

  Te$knik pe$ngumpulan data dilakukan de$ngan me$nggunakan studi 

ke$pustakaan (library re$se$arch), contoh pe$ne$litian yang dilakukan de$ngan me$lihat 

bahan pustaka atau pe$ne$litian dalam kajian. Data se$kunde$r yang digunakan dalam 

pe$nulisan pe$ne$litian ini be$rasal dari catatan pribadi, buku yang dipinjam dari 

pe$rpustakaan, jurnal, artike$l pe$ne$litian, dan pe$raturan pe$rundang-undangan.18 

1.4.4. Te$knik Analisis Data 

Data yang diambil me$lalui data pustaka lalu pe$nulis me$makai me$tode$ analisis data 

se$cara kualitatif be$rsifat pre$skriptif. Dalam hal ini, pe$nulis me$nyampaikan 

argume$ntasi atas hasil pe$ne$litian yang dilaksanakan. Argume$n ini me$rupakan upaya 

yang be$rguna untuk me$nyampaikan aturan be$rdasarkan pe$rspe$ktif pe$nulis yaitu 

pe$nilaian apakah itu wajar atau se$harusnya be$rdasarkan Undang-Undang, asas,  

prinsip hukum, doktrin maupun te$ori hukum te$rkait ge$jala atau pe$ristiwa hukum 

yang distudikan. Hakikatnya amat be$rhubungan pula be$rdasarkan pe$nde$katan 

se$pe$rti apa yang dimanfaatkan, se$hingga be$rdampak pada kajian bahan hukum yang 

te$rmuat di pe$ne$litian hukum normatif . 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 Ibid, hlm. 165. 
18 Tito Sucipto, Teknik Penelusuran Pustaka, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009, 

hlm.7. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1. Kajian Teori 

  Kajian te$ori me$rupakan pe$nggambaran se$cara abstrak yang 

dilakukan ole$h pe$nulis se$bagai hasil pe$mikiran atau me$njadi ke$rangka acuan yang 

dinilai se$laras dalam pe$laksanaan se$buah pe$ne$litian karya ilmiah. Te$ori me$njadi 

pe$nunjang ke$be$rhasilan dalam se$buah pe$ne$litian. Hal ini dikare$nakan te$ori me$njadi 

je$mbatan pe$nghubung te$rhadap pe$rmasalahan yang se$dang diangkat. Se$hingga 

dinilai pe$rlu dalam prose$s pe$ne$litian me$nggunakan se$buah te$ori.  Pada bagian ini 

pe$nulis akan me$njabarkan kajian te$ori yang digunakan dalam pe$nyusunan proposal 

skripsi ini: 

2.1.1. Anak 

   Anak-anak adalah harapan ne$gara, dan se$suai de$ngan hukum dan 

pe$raturan pe$rundang-undangan yang be$rlaku, anak-anak harus me$miliki hak yang 

sama de$ngan orang tuanya se$jak me$re$ka dilahirkan.  Pe$rlindungan hukum bagi 

anak-anak (hak dan ke$be$basan dasar anak-anak) me$lindungi se$jumlah ke$be$basan 

dan hak anak, te$rmasuk yang be$rkaitan de$ngan ke$se$hatan anak.19 

  Anak adalah anuge$rah te$rbe$sar yang dibe$rikan Tuhan ke$pada orang 

yang pe$rcaya pada-Nya.  Orang yang me$nikah dan me$miliki anak sangat 

me$nghargai dan me$njaga anak me$re$ka, dan me$re$ka tidak ingin orang lain me$lukai 

anak me$re$ka.20 

 Dalam pe$rspe$ktif ke$bangsaan, anak-anak adalah ge$ne$rasi pe$ne$rus dan 

pe$nge$mbang ne$gara. Se$bagai pe$ne$rus nilai-nilai bangsa, anak-anak harus 

me$mpe$role$h hak asasi dan pe$rlindungan di mana pun me$re$ka be$rada, mulai dari 

lingkungan te$rke$cil, ke$luarga, hingga lingkungan te$rbe$sar, ne$gara.   Anak-anak ini 

adalah ase$t untuk pe$mbangunan ne$gara.21  

                                                             
19 Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 1. 
20 Femmy Silaswaty Faried, Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman 

Kebiri, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 11, Nomor 01, Februari-Juli 2017, Surakarta, hlm. 41 
21 Ibid, hlm. 42 
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  Anak-anak adalah amanah dan anuge$rah dari Tuhan Yang Maha E $sa, 

dan me$re$ka harus se$lalu dilindungi kare$na me$re$ka me$miliki harkat, martabat, dan 

hak-hak se$pe$rti manusia yang harus dihormati.  Ole$h kare$na itu, orang tua, ke$luarga, 

dan masyarakat me$miliki ke$wajiban untuk me$lindungi dan me$njaga hak asasi 

te$rse$but se$suai de$ngan ke$wajiban yang dite$tapkan ole$h hukum.  Anak-anak 

biasanya dianggap se$bagai makhluk yang aman, te$rutama bagi me$re$ka yang hidup 

dalam lingkungan yang makmur.  Me$re$ka hidup dalam dunia ke$ge$mbiraan dan 

pe$rmainan, tanpa me$mikirkan tanggung jawab se$pe$rti orang de$wasa.  Namun, 

dalam "dunia ke$cil" me$re$ka, banyak masalah yang te$rkumpul jika Anda me$lakukan 

analisis yang le$bih me$ndalam.   E$ksploitasi, konflik be$rse$njata, ke$laparan, dan 

ke$ke$rasan, te$rmasuk ke$ke$rasan fisik, psikologis, dan struktural, me$rupakan 

ancaman bagi anak-anak.22 Adapun anak me$nurut Undang-Undang se$bagai be$rikut; 

1) Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 te$ntang Pe$rlindungan Anak, “Anak 

adalah se$se$orang yang be$lum be$rusia 18 (de$lapan be$las) tahun, te$rmasuk 

anak yang masih dalam kandungan”. 

2) Anak me$nurut Kitab Udang –Undang Hukum pe$rdata Di je$laskan dalam 

Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Pe$rdata, me$ngatakan “orang 

be$lum de$wasa adalah me$re$ka yang be$lum me$ncapai umur 21 tahun dan 

tidak le$bih dahulu te$lah kawin”. “Anak adalah se$tiap orang yang be$lum 

be$rusia 21 tahun dan be$lum me$nikah. Jika se$orang anak me$nikah se$be$lum 

umur 21 tahun, ke$mudian be$rce$rai atau ditinggal mati ole$h suaminya 

se$be$lum ge$nap umur 21 tahun, maka ia te$tap dianggap orang de$wasa dan 

bukan anak-anak”. 

3) Me$nurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 

KUHPidana adalah “anak yang umurnya be$lum me$ncapai 16 (e$nam be$las) 

tahun”. 

                                                             
22 Mohammad, Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Sebuah Kajian Perspektif Hukum Islam 

Vis-a-Vis Hukum Positif Di Indonesia), Jurnal Al-Ihkam, Vol. 6, Nomor 2, Juni 2011, 

Pamekasan, hlm. 278 
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4) Me$nurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 te$ntang Ke$se$jahte$raan Anak 

“Yang dise$but anak adalah se$se$orang yang be$lum me$ncapai umur 21 (dua 

puluh satu) tahun dan be$lum pe$rnah kawin” (Pasal 1 butir 2). 

5) Me$nurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Te$ntang Siste$m Pe$radilan 

Pidana Anak  Dije$laskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) “Anak adalah anak yang 

te$lah be$rumur 12 (dua be$las) tahun, te$tapi be$lum be$rumur 18 (de$lapan be$las) 

tahun yang diduga me$lakukan tindak pidana”. 

6) Me$nurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 te$ntang 

Hak Asasi Manusia adalah se$bagai be$rikut : "Anak adalah se$tiap manusia 

yang be$rusia di bawah 18 (de$lapan be$las) tahun dan be$lum me$nikah, 

te$rmasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal te$rse$but de$mi 

ke$pe$ntingannya". 

  Dibandingkan pe$mbe$ritaan isu ge$nde$r te$rkait hak pe$re$mpuan atau 

hak orang de$wasa (HAM), pe$mbe$ritaan me$nge$nai hak anak kurang luas.  Hak asasi 

anak sama de$ngan hak asasi orang de$wasa (HAM).   Banyak pihak yang tidak 

me$ngambil tindakan untuk me$mbe$la hak-hak anak.  Ke$tika ne$gara, orang de$wasa, 

atau bahkan orang tua anak se$ndiri me$langgar haknya, maka ke$pe$ntingan masa 

de$pan anak me$njadi kurang diprioritaskan.   Anak be$rpe$ran se$bagai be$lahan jiwa, 

re$pre$se$ntasi dan ce$rmin masa de$pan, se$rta ase$t bagi ke$luarga, ke$yakinan, bangsa, 

dan bangsa.   Di se$luruh ne$ge$ri, anak-anak me$njadi sasaran pe$rlakuan yang tidak 

pantas, te$rmasuk pe$nye$rangan, e$ksploitasi, dan e$ksploitasi se$bagai obje$k hasrat 

se$ksual. 23 

  Ke$luarga sangatlah pe$nting kare$na di sanalah anak me$nge$mbangkan 

karakte$rnya se$jak ke$cil.  Se$tiap upaya untuk me$njamin dan me$mbe$la hak-hak anak 

untuk hidup, tumbuh, be$rke$mbang, dan te$rlibat se$maksimal mungkin se$suai de$ngan 

nilai-nilai dan martabat ke$manusiaan, se$rta me$lindungi me$re$ka dari prasangka dan 

ke$ke$rasan, dise$but se$bagai pe$rlindungan anak.  Untuk me$mastikan bahwa anak-

anak Indone$sia tumbuh me$njadi manusia yang baik, be$rmoral tinggi, dan se$jahte$ra, 

inisiatif pe$rlindungan anak be$rupaya me$lindungi anak dari ke$ke$rasan dan 

                                                             
23 Rahmi S, Iman J, Arif, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga, Mercatoria Vol. 3 No. 1 Tahun 2010. hlm. 34 
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diskriminasi se$kaligus me$njamin hak-hak me$re$ka untuk hidup, tumbuh, 

be$rke$mbang, dan be$rpartisipasi se$maksimal mungkin se$suai de$ngan martabat 

ke$manusiaan.   Me$nurut UU Pe$rlindungan Anak, pe$rlindungan anak harus 

dilaksanakan se$suai de$ngan Pancasila, UUD 1945, dan asas Konve$nsi Hak Anak, 

antara lain: 

a. Non diskriminasi 

b. Ke$pe$ntingan yang te$rbaik bagi anak 

c. Hak untuk hidup, ke$langsungan hidup, dan pe$rke$mbangan 

d. Pe$nghargaan te$rhadap pe$ndapat anak.24 

2.1.2. Orang Tua 

  Te$rmasuk ibu, ayah, se$rta adik dan kakak, orang tua adalah orang 

tua.  Anak dibimbing ole$h orang tuanya yang se$ring dise$but de$ngan ke$luarga.  

Me$skipun de$mikian, se$tiap orang te$tap dianggap se$bagai ke$luarga.   Hubungan 

antara laki-laki dan pe$re$mpuan yang diatur dalam hukum pe$rkawinan dike$nal 

de$ngan istilah ke$luarga.   Tuhan te$lah me$mbe$rikan tugas dan kasih sayang ke$pada 

orang tua untuk me$mbe$sarkan anak.25 

  Orang tua me$mpunyai tanggung jawab untuk me$ndidik, me$ngasuh, 

dan me$mbimbing anak-anaknya hingga me$re$ka de$wasa guna me$mpe$rsiapkan 

me$re$ka untuk hidup di masyarakat.   Ayah, ibu, dan anak-anak me$rupakan ke$luarga 

be$sar. Kare$na orang tua me$rupakan salah satu kompone$n ke$luarga be$sar, maka 

konse$p ke$luarga dan pe$nge$rtian orang tua di atas me$mpunyai ke$te$rkaitan yang tidak 

dapat dipisahkan.   Pe$ntingnya dan tugas orang tua se$bagai institusi utama 

masyarakat ditunjukkan me$lalui inte$raksi langsung ini.    Di sinilah se$se$orang 

tumbuh, be$rinte$raksi de$ngan orang lain, dan me$mbe$ntuk fase$ pe$rke$mbangan awal.  

Me$re$ka me$mpe$role$h informasi, ke$mampuan, minat, dan sikap hidup me$re$ka di sini. 

Kare$na anak-anak me$nghabiskan se$bagian be$sar waktunya di rumah, 

te$rutama ke$tika me$re$ka masih be$rada di panti asuhan atau di se$kolah dasar, ke$luarga 

dan orang tua me$mainkan pe$ran pe$nting dalam pe$ndidikan me$re$ka dari sudut 

                                                             
24 Ibid, hlm.35. 
25 Efrianus Ruli, Tugas  Dan Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak, Jurnal Edukasi 

Nonformal, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Falkutas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana, 2020, E-ISSN: 2715-2634, hlm. 144. 
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pandang agama, sosial, dan pribadi. Hal ini te$rutama be$rlaku pada pe$ran se$orang 

ibu.  Ole$h kare$na itu, je$laslah bahwa orang tua me$mikul se$bagian be$sar ke$wajiban 

dan tanggung jawab yang harus dibayarkan ke$pada se$tiap anggota ke$luarga.  

Tanggung jawab te$rse$but di antaranya adalah pe$nge$mbangan karakte$r dan moral, 

administrasi ke$luarga, dan pe$latihan ke$te$rampilan.   Anak-anak harus me$njadikan 

orang tuanya se$bagai panutan.26 

2.1.3. Kekerasan 

  Ke$ke$rasan te$rhadap anak biasanya dise$but de$ngan istilah child abuse $ 

atau kadang-kadang child maltre$atme$nt. Richard J. Ge$lle$s dalam E $ncyclope$dia 

Article$ from E$ncarta, me$ngartikan child abuse$ se$bagai "inte$ntional acts at re$sult in 

physical or e$motional harm to childre$n. The$ te$rm child abuse$ cove$rs a wide$ range $ 

of be$havior, from actual physical assault by pare$nts or othe$r adult care$take$rs to 

ne$gle$ct at a child's basic ne$e$ds”.27 

  Se$me$ntara itu, Barke$r me$nde$finisikan child abuse$, se$bagai "the $ 

re$curre$nt infliction of physical or e$motional injury on a de$pe$nde$nt minor, through 

inte$ntional be$atings, uncontrolle$d corporal punishme$nt, pe$rsiste$nt re$dicule$ and 

de$gradation, or se$xual abuse$, usually commite$d by pare$nts or othe$rs in charge$ of 

the$ child's care$".28 

2.1.4. Perlindungan Hukum 

  “Se$cara khusus se$gala upaya pe$me$nuhan hak dan pe$mbe$rian 

bantuan untuk me$mbe$rikan rasa aman ke$pada saksi dan/atau korban yang wajib 

dilaksanakan ole$h Pe$me$rintah” de$mikianlah de$finisi Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2006 te$ntang Pe$rlindungan Saksi dan Korban.  Luasnya pe$rlindungan hukum 

yang dimaksud me$ncakup pe$rlindungan yang dibe$rikan pe$me$rintah me$lalui 

pe$rangkat le$gislatifnya, te$rmasuk pe$raturan pe$rundang-undangan (se$pe$rti UU 

Pe$mbe$rantasan Tindak Pidana Pe$rdagangan Orang, UU Pe$rlindungan Saksi dan 

Korban, dan lain se$bagainya).   Ide$ntifikasi se$se$orang se$bagai korban pe$rdagangan 

orang me$me$rlukan be$be$rapa prose$dur, antara lain pe$nyidikan, pe$nangkapan, 

                                                             
26 Ibid, hlm. 144. 
27 Abu Huraerah, Kekerasan terhadap Anak, Bandung: Nuansa cendekia, 2018, hlm. 46. 
28 Ibid, hlm. 49. 
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pe$rsidangan, re$habilitasi ke$se$hatan, re$habilitasi sosial, pe$mulangan korban, dan 

re$inte$grasi sosial.  Se$lain itu, te$rdapat pe$rmasalahan me$nge$nai kompe$nsasi atau 

re$tribusi bagi korban. 

  Korban ke$jahatan pada dasarnya me$rupakan pihak yang paling 

me$nde$rita dalam suatu tindak pidana, justru tidak me$mpe$role$h pe$rlindungan 

se$banyak yang dibe$rikan undang-undang ke$pada pe$laku ke$jahatan se$bagaimana 

dike$mukakan Andi Hamzah: "Dalam me$mbahas hukum acara pidana, khususnya 

yang be$rkaitan de$ngan hak-hak asasi manusia, ada ke$ce$nde$rungan. untuk me$ngupas 

hal-hal yang be$rkaitan de$ngan hak-hak te$rsangka tanpa me$me$rhatikan pula hak-hak 

korban."29 Prasse$ll juga me$ngkritik pe$ran korban dalam pe$nanganan kasus pidana, 

me$ngatakan: "Victim was a forgotte$n figure$ in study of crime$. Victims of assault, 

robbe$ry, the$ft and othe$r offe$nce$s we $re$ ignore$d while$ police$, courts, and 

acade$micians conce$ntrate$d on known violators."30 

  Ada be$be$rapa cara yang dapat dilakukan masyarakat untuk 

me$lindungi korban ke$jahatan, te$rmasuk me$lalui bantuan hukum, pe$rawatan me$dis, 

se$rta re$stitusi dan kompe$nsasi.31 Masyarakat me$mbayar ganti rugi atas pe$rmintaan 

korban se$bagai be$ntuk ke$wajiban sosial, se$dangkan re$stitusi me$rupakan tindak 

pidana yang dite$tapkan ole$h pe$ngadilan dan dibayarkan ole$h te$rpidana se$bagai 

be$ntuk tanggung jawab pe$rse$orangan.32  

  Korban bisa me$ndapatkan pe$rlindungan yang abstrak (tidak 

langsung) atau nyata (langsung).   Intinya, ke$amanan yang tampak se$cara e$mosional 

(psikologis), se$pe$rti ke$nikmatan, dike$nal se$bagai pe$rlindungan abstrak.   Pada 

hakikatnya, pe$rlindungan konkrit (baik yang be$rsifat mate$rial maupun non-

mate$rial) adalah pe$rlindungan yang langsung te$rlihat.    Contoh hadiah mate$riil 

me$ncakup kompe$nsasi, hadiah, atau pe$mbe$basan biaya hidup atau pe$ndidikan.  

Pe$rtahanan dari bahaya atau be$rita yang tidak me$manusiakan manusia me$rupakan 

                                                             
29 Andi Hamzah, Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana, Bandung: Binacipta, 1986, hal.33. 
30 Frank R. Prassell. Criminal Law, Justice, and Society, Santa Monica-California: 
Goodyear Publishing Company Inc., 1979, hlm. 65. 
31 Dikdik. M. Arief Mansur, Urgensi Perlidungan Korban Kejahatan Antara Norma dan 

Realita, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 31. 
32 Stephen Schafer, The Victim and Criminal, New York: Random House, 1968, hlm. 112. 
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contoh pe$mbe$rian yang tidak be$rwujud.33 Se$bagaimana dinyatakan ole$h Bara 

Nawawi Arie$f, ada dua cara untuk me$mahami pe$rlindungan korban: 

1) Dapat diartikan se$bagai "pe$rlindungan hukum untuk tidak me$njadi korban 

tindak pidana", (be$rarti pe$rlindungan ke$pe$ntingan hukum atau HAM 

se$se$orang). 

2) Dapat diartikan se$bagai "pe$rlindungan untuk me$mpe$role$h jaminan/ 

santunan hukum atas pe$nde$ritaan/ke$rugian orang yang te$lah me$njadi korban 

tindak pidana", Ole$h kare$na itu, se$tara de$ngan “kompe$nsasi korban” yaitu 

me$mbe$rikan kompe$nsasi (misalnya re$stitusi, kompe$nsasi, 

jaminan/kompe$nsasi ke$se$jahte$raan sosial, dan se$bagainya), me$mpe$rbaiki 

nama baik se$se$orang (misalnya re$habilitasi), me$mbangun ke$mbali 

ke$se$imbangan dalam diri (misalnya pe$ngampunan), dan lain se$bagainya.34 

 

2.1.5. Penegakan Hukum 

  Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Ne$gara Re$publik Indone$sia 

Tahun 1945 me$nyatakan bahwa “Ne$gara Indone$sia adalah ne$gara hukum”. Dalam 

hal ini, ne$gara hukum be$rarti ne$gara yang me$lindungi ke$be$naran dan ke$adilan 

de$ngan me$ne$gakkan supre$masi hukum. Ne$gara-ne$gara yang me$nganut prinsip 

ne$gara hukum biasanya me$miliki tiga prinsip utama: supre$masi hukum, ke$se$taraan 

di hadapan hukum, dan pe$ne$gakan hukum yang se$suai de$ngan undang-undang. 

Ne$gara Indone$sia dalam me$ncapai cita hukumnya, se$suai pada Pasal 27 ayat (1) 

Undang-Undang Dasar Ne$gara Re$publik ,yang be$rbunyi “Se$gala warga ne$gara 

be$rsamaan ke$dudukannya di dalam hukum dan pe$me$rintahan dan wajib 

me$njunjung hukum dan pe$me$rintahan itu de$ngan tidak ada ke$cualinya”. Ole $h 

kare$na itu, ke$bijakan dan pe$rilaku alat ne$gara dan pe$nduduknya, baik warga ne$gara 

maupun orang asing harus be$rdasarkan hukum. 

Me$nurut Satjipto Raharjo, pe$ne$gakan hukum adalah suatu prose$s untuk 

me$wujudkan ke$inginan-ke$inginan badan pe$mbuat undang-undang yang 

                                                             
33 Suhasril, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan perempuan, Depok: Rajawali Pers, 

2016. hlm.28  
34 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam 

Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana, 2007, hlm.61 
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dirumuskan dalam pe$raturan hukum. Pe$ne$rapan sanksi hukum te$rte$ntu untuk 

me$njamin pe$laksanaan ke$te$ntuan yang te$lah dite$tapkan adalah de$finisi umum dari 

pe$ne$gakan hukum.35 

  Me$mastikan bahwa masyarakat me$matuhi hukum dan me$ncapai 

tujuannya adalah tujuan pe$ne$gakan hukum.   Re$gulasi yang kuat te$tap diinginkan 

ole$h masyarakat Indone$sia agar dapat me$mbe $rikan rasa ke$adilan dan ke$amanan 

yang te$nang.   Se$kali lagi, pe$ne$gakan hukum me$ngacu pada upaya untuk 

me$ne$gakkan hukum de$ngan te$pat, me$ngawasi pe$ne$rapannya untuk me$nce$gah 

pe$langgaran, dan, jika pe$langgaran te$rjadi, me$ne$gakkan hukum.36 Se$bagai 

pe$rumusan nilai-nilai te$rtinggi, pe$ne$gakan hukum, me$nurut Soe$jono Soe$kanto, 

adalah prose$s me$ngharmoniskan hubungan nilai-nilai yang te$rce$rmin dalam aturan 

dan tindakan.  untuk me$nciptakan, me$me$lihara, dan me$ndukung hubungan sosial 

yang damai.  Di Indone$sia, pe$ne$gakan hukum me$nggunakan strate$gi normatif yang 

re$pre$sif untuk me$mbe$rikan e$fe$k je$ra.  Kare$na se$jumlah masalah, pe$rdamaian akan 

me$nghambat pe$rke$mbangan ne$gara. Ole$h kare$na itu, le$mbaga yang dike$nal se$bagai 

Pe$ne$gak Hukum dipe$rlukan untuk me$njaga ke$amanan dan me$ne$gakkan hukum. 

  Topik hukum yang paling krusial di Indone$sia adalah ke$polisian, 

jaksa, hakim, dan pe$ngacara yang be$rupaya me$ne$gakkan supre$masi hukum.   Aparat 

pe$ne$gak hukum dapat dipandang se$bagai orang atau manusia dari be$rbagai sudut 

pandang kare$na karakte$ristik, pe$latihan, dan budaya ke$rja me$re$ka yang unik.  Me$ski 

be$gitu, pe$ne$gakan hukum me$me$gang pe$ranan yang sangat pe$nting.   Pe$ne$gakan 

hukum me$me$rlukan bimbingan dan ke$te$ladanan agar dapat me$njadi motivator dan 

inspirator pe$ne$gakan ke$adilan yang handal dan sukse$s.   Inte$gritas dan loyalitas 

me$rupakan cita-cita pe$ne$gakan hukum yang me$njunjung tinggi supre$masi hukum.  

Ironisnya, alih-alih me$mbe$la ke$adilan dan ke$be$naran, mayoritas pihak yang 

be$rpe$rkara justru me$ncari ke$me$nangan di pe$ngadilan.   Pe$tugas polisi, jaksa, hakim, 

dan pe$ngacara adalah orang-orang yang be$rbe$da de$ngan karakte$ristik, kualifikasi, 

                                                             
35 Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Sinar baru,1983, hlm. 24. 
36 Fadhlin Ade Candra, Fadhillatu Jahra Sinaga, Peran Penegak Hukum dalam Penegakkan 

Hukum Di Indonesia, Medan: Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat Vol 1 No 1,2021, hlm. 43. 
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dan budayanya masing-masing.   Pe$ne$gakan hukum be$rgantung pada pihak 

be$rwe$nang, aparat pe$ne$gak hukum, pe$njahat, atau pe$langgar dalam situasi ini.   

Untuk me$ngawasi pe$ne$gakan hukum, le$mbaga, organisasi, atau struktur birokrasi 

juga dapat dibe$ntuk.   Ke$dua unsur te$rse$but pe$rlu dipahami se$cara utuh de$ngan 

me$mpe$rhatikan ke$te$rkaitannya satu sama lain maupun de$ngan unsur-unsur 

pe$ndukungnya, misalnya siste$m hukum.  

  Se$lain itu, pe$rlu juga fokus pada pe$rluasan fungsi pe$ne$gakan hukum 

de$ngan me$ningkatkan kualitas me$re$ka me$lalui pe$nge$mbangan profe$sional dan 

pe$ndidikan, se$hingga akan me$nghasilkan pe$rsone$l pe$ne$gak hukum yang 

be$rkualitas.  Pe$ningkatan ke$se$jahte$raan aparat pe$ne$gak hukum, te$rmasuk polisi, 

me$rupakan prioritas pe$nting.   Aspe$k lain yang sama pe$ntingnya dalam pe$ne$gakan 

hukum adalah pe$mbe$ntukan pe$ngadilan yang inde$pe$nde$n se$bagai prasyarat 

supre$masi hukum untuk me$njaga dan me$le$starikan hak asasi manusia.   Kare$na 

Indone$sia adalah ne$gara hukum, maka pe$ngadilan harus ne$tral dan inde$pe$nde$n, 

se$bagaimana te$rcantum dalam UUD 1945.  Hakim me$njadi contoh unsur 

ke$manusiaan yang sangat pe$nting dalam pe$nye$le$saian suatu pe$rkara.   Unsur 

manusia yang me$mpe$ngaruhi pe$ngambilan ke$putusan, se$pe$rti pe$ndidikan dan latar 

be$lakang, kurang me$ndapat pe$rhatian di Indone$sia.  Akibatnya, te$knik yang 

digunakan juri me$njadi le$bih rumit.   Ide$-ide$ dan nilai-nilai yang lazim dalam 

masyarakat akan dipandang se$bagai ke$lanjutan atau bagian dari le$mbaga 

pe$radilan.37 

2.2. Teori Pemidanaan 

  De$finisi hukuman yang paling se$de$rhana adalah hukuman. 

Pe$midanaan yang dimaksud dikaitkan de$ngan pe$njatuhan suatu tindak pidana dan 

alasan yang me$latarbe$lakangi pe$njatuhan pidana te$rse$but te$rhadap se$se$orang yang 

te$lah dinyatakan se$cara sah dan dibujuk untuk me$lakukan suatu tindak pidana 

be$rdasarkan putusan pe$ngadilan yang me$mpunyai ke$kuatan hukum te$tap. Ne$gara 

be$rtanggung jawab se$pe$nuhnya atas hak untuk me$njatuhkan pidana, se$rta alasan 

dan pe$laksanaannya.  Se$cara umum, ada dua te$ori pe$midanaan, dan satu te$ori baru 

                                                             
37 Ibid, hlm. 44. 
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muncul dari pe$rpaduan ke$dua te$ori te$rse$but: Tiga te$ori pe$midanaan be$rfungsi 

se$bagai dasar untuk le$gitimasi pe$njatuhan pidana: 

1. Te$ori Absolut atau Te$ori Pe$mbalasan (ve$rge$ldings the$orie$n),  

2. Te$ori Re$latif atau Te$ori Tujuan (doe$lthe$orie$n),  

3. Te$ori Gabungan (ve$re$nigingsthe$orie$n).  

2.2.1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (vergeldings theorien).  

  Te$ori ini, yang muncul pada akhir abad ke$-18, juga dise$but se$bagai 

Te$ori Mutlak atau Te$ori Imbalan.  Te$ori Absolut ini me$nyatakan bahwa se$tiap 

pe$langgaran pasti akan diikuti de$ngan pidana tanpa tawar me$nawar.   Se$se$orang 

dihukum kare$na me$lakukan pe$langgaran.38 Di sini, pe$mbe$rian pidana dimaksudkan 

se$bagai be$ntuk pe$mbalasan te$rhadap individu yang me$lakukan tindakan kriminal.  

Banyak filsuf dan ahli hukum pidana yang me$nganut te$ori ini, te$rmasuk Kant, 

He$ge$l, He$rbart, Stahl, dan Rousse$au. Pe$nulis te$rtarik de$ngan pe$ndapat He$ge $l 

te$ntang hukuman ke$tika dihubungkan de$ngan Te$ori Absolut. Jika hukuman dilihat 

dari sudut pandang imbalan, hukuman dianggap se$bagai diale$ctische$ ve$rge$lding.39 

Me$nurut te$ori ini, pidana dapat dianggap se$bagai be$ntuk pe$mbalasan yang 

dibe$rikan ole$h ne$gara ke$pada orang yang be$rsalah atas pe$rbuatannya. Tujuan dari 

pe$midanaan se$bagai pe$mbalasan biasanya adalah untuk me$mbuat orang me$rasa 

puas de$ngan me$njatuhkan pidana yang se$banding de$ngan pe$langgaran me$re$ka.40  

2.2.2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (doeltheorien).  

  Pe$nulis pe$rcaya bahwa te$ori ini muncul se$bagai suatu be$ntuk ne$gasi 

te$rhadap Te$ori Absolut. Namun, Te$ori Nisbi, yang se$cara historis hanya 

me$ne$kankan pe$mbalasan dalam pe$njatuhan hukuman te$rhadap pe$njahat, 

me$njadikan dasar pe$njatuhan hukuman pada tujuan dan tujuan hukuman se$hingga 

dite$mukan manfaat dari suatu hukuman (nut van de$straf). Pe$njatuhan pidana 

me$me$lihara ke$te$rtiban masyarakat dan me$nce$gah ke$jahatan, me$nurut te$ori ini.  

Me$ngintimidasi, me$mpe$rbaiki, atau me$nghancurkan adalah je$nis pidana ini.  Se$lain 

                                                             
38 Syafril Mallombasang, Teori Pemidanaan (Hukuman) dalam Pandangan Hukum, 

Jakarta; Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015. hlm. 
20. 
39 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 

105. 
40 Djoko Prakoso, Hukum Penitensier di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 47. 
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itu, ada pe$rbe$daan antara pe$nce$gahan khusus dan umum.  Se$cara umum, orang tidak 

me$lakukan ke$jahatan.41 Se$orang filsuf yang me$nganut aliran ini, Foue$rbach, 

be$rpe$ndapat bahwa pe$nce$gahan tidak pe$rlu dilakukan de$ngan siksaan, te$tapi cukup 

de$ngan me$mbe$rikan pe$raturan yang me$mbuat orang me$mbatalkan niat jahatnya 

se$te$lah me$mbacanya.42 Pe$nce$gahan umum dilakukan me$lalui pe$njatuhan dan 

pe$laksanaan hukuman, se$lain me$lalui ancaman hukuman.  E$kse$kusi yang dimaksud 

dilakukan de$ngan cara yang ke$jam untuk me$mbuat masyarakat takut untuk tidak 

me$lakukan apa yang dilakukan si pe$njahat.  Pe$midanaan dimaksudkan untuk 

me$nce$gah pe$langgar untuk me$nce$gah pe$langgaran be$rikutnya.  Van Hame $l 

me$nyoroti strate$gi pe$nce$gahan kriminal be$rikut ini:  

a. Pe$njahat harus me$nggunakan fitur-fitur yang me$nakutkan untuk 

me$nghalangi pe$njahat yang me$mpunyai ke$se$mpatan untuk me$nghindari 

tujuan jahat me$re$ka. 

b. Harus ada kompone$n dalam pe$midanaan yang dapat me$mbantu te$rpidana.  

c. Hukum pidana me$mpunyai ke$te$ntuan untuk me$nghukum pe$langgar yang 

tidak dapat dipe$rbaiki.  

d. Tujuan pidana satu-satunya adalah untuk me$njaga stabilitas hukum.43  

Ole$h kare$na itu, dalam Te$ori Re$latif, ne$gara me$njaga ke$te$rtiban hukum de$ngan 

me$ne$kankan pe$ne$gakan hukum me$lalui me$tode$ pre$ve$ntif. 

2.2.3. Teori Gabungan (verenigingstheorien)  

  Te$ori Gabungan me$masukkan aspe$k re$tribusi dan pe$mbe$laan siste $m 

hukum dalam masyarakat, se$rta te$ori Absolut dan Re$latif.  Unsur pe$mbe$laan 

te$rhadap tatanan masyarakat yang sah dan pe$mbalasan sangat dipe$rlukan dalam 

filosofi ini.   Ke$tika me$nginte$grasikan dua te$ori, Te$ori Gabungan dipisahkan 

me$njadi tiga kate$gori me$nurut fokus atau sudut pandang utama.  Te$ori Gabungan, 

yang me$nye$imbangkan pe$mbalasan dan pe$mbe$laan tatanan sosial, me$rupakan te$ori 

pe$rtama yang me$ne$kankan unsur pe$mbalasan; Te$ori Be$rsama, yang me$ne$kankan 

                                                             
41 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm. 34. 
42 Djoko Prakoso, loc. Cit, hlm 48. 
43 Syafril Mallombasang, Teori Pemidanaan (Hukuman) dalam Pandangan Hukum, 

Jakarta; Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015. hlm. 

21. 
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pada pe$mbe$laan ke$te$rtiban umum; dan Te$ori Gabungan, yang me$ne$kankan pada 

pe$rtahanan ke$te$rtiban umum. Wirjono Prodjodikoro me$nyatakan bahwa hakim dan 

jaksa tidak pe$rlu me$milih salah satu dari tiga te$ori hukum pidana saat me$mbuat 

undang-undang pidana.44  Ole$h kare$na itu, sangat pe$nting bagi para le$gislator 

hukum pidana untuk tidak hanya me$mahami se$mua aspe$k hukum dan hak asasi 

manusia, te$tapi juga untuk me$nggunakan ke$bijaksanaan yang me$lampaui batas 

waktu saat me$ne$rapkan undang-undang te$rse$but. 

2.3. Tinjauan Penelitian Terdahulu  

No Nama Pe$ne$liti, 

Tahun, Judul 

Pe$ne$litian 

Hasil Pe$ne$litian Ke$simpulan Pe$nulis 

1 Dian Ika Aryani dan 

Nila Imtiyaz 

E $lhada, 2021, 

Ke$ke$rasan 

Te$rhadap Anak; 

Strate$gi 

Pe$nce$gahan dan 

Pe$nanggulangannya 

me$ne$gaskan bahwa kasih 

sayang me$rupakan inti dari 

pada tujuan diturunkannya 

ajaran Islam. Ajaran kasih 

sayang ini be$rlaku untuk 

se$mua makhluk di bumi, 

te$rmasuk bagian 

te$rpe$ntingnya adalah kasih 

sayang ke$pada anak. Anak 

dise$rupakan de$ngan 

pe$rhiasan. Ia me$rupakan 

titipan Tuhan untuk dijaga 

dan dirawat. Anak adalah 

amanah dari Tuhan ke$pada 

se$tiap orang tua, baik 

kandung maupun bukan. 

Je$las bahwa Islam dalam 

Pe$rnyataan te$rse$but 

me$nggambarkan salah satu 

nilai me$ndasar dalam ajaran 

Islam, yaitu kasih sayang 

se$bagai inti dari tujuan 

agama ini diturunkan. Kasih 

sayang me$nce$rminkan cinta 

Tuhan ke$pada ciptaan-Nya 

dan me$njadi landasan 

hubungan antar-makhluk di 

bumi, te$rmasuk hubungan 

de$ngan anak-anak. 

Pandangan bahwa anak 

adalah "pe$rhiasan" dan 

"titipan Tuhan" me$ne$gaskan 

pe$ntingnya pe$ran orang tua 

atau wali dalam me$ndidik, 

me$njaga, dan me$rawat anak 

                                                             
44 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: PT. Refika 

Aditama, 2008. hlm. 29 
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hal ini me$ne$kankan untuk 

be$rbuat baik ke$pada anak. 

de$ngan pe$nuh tanggung 

jawab. Dipe$rcaya bahwa 

anak-anak adalah amanah 

ilahi yang harus dibe$sarkan 

se$suai de$ngan prinsip 

ke$adilan dan ke$baikan, 

se$lain dipandang se$bagai 

obje$k ke$banggaan duniawi. 

2 Rusmilawati 

Windari, 2015, 

Pe$nggunaan 

Hukuman Disiplin 

(Corporal 

Punishme$nt) Pada 

Anak di 

Lingkungan 

Se$kolah Dalam 

Pe$rspe$ktif Hukum 

Pidana Indone$sia. 

ke$ce$nde$rungan masyarakat 

Inte$rnasional de$wasa ini 

me$nolak pe$nggunaan 

hukuman fisik te$rhadap 

anak (corporal 

punishme$nt) me$lalui aturan 

pe$rundang-undangannya, 

namun Indone$sia hingga 

saat ini be$lum me$miliki 

aturan spe$sifik yang 

me$larang se$kaligus 

me$mbe$rikan de$finisi 

yuridis te$ntang pe$rbuatan 

te$rse$but. Me$skipun se$cara 

konste$ktual be$rbe$da, 

be$rdasarkan aturan yang 

ada saat ini, tindakan 

corporal punishme$nt di 

Indone$sia masih dipandang 

se$bagai bagian dari tindak 

pidana pe$nganiayaan. 

Pe$rnyataan ini me$nyoroti 

isu pe$nting dalam 

pe$rlindungan anak, yaitu 

pe$nggunaan hukuman fisik 

(corporal punishme$nt) yang 

se$makin ditolak ole$h 

masyarakat inte$rnasional 

kare$na dianggap me$langgar 

hak asasi anak. Hal ini 

me$nunjukkan adanya 

pe$rge$se$ran nilai global 

me$nuju pe$nde$katan yang 

le$bih me$nghormati hak-hak 

anak, se$jalan de$ngan 

Konve$nsi Hak Anak. 

Namun, di Indone$sia, be$lum 

adanya aturan khusus yang 

se$cara e$ksplisit me$larang 

atau me$nde$finisikan 

hukuman fisik te$rhadap 

anak me$nunjukkan ce$lah 

dalam ke$rangka hukum 

nasional. Me$skipun 
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tindakan te$rse$but dapat 

dike$nakan pasal tindak 

pidana pe$nganiayaan, 

pe$ngaturannya be$rsifat 

umum dan tidak se$cara 

khusus me$lindungi anak 

dalam konte$ks ini. Hal ini 

dapat me$nimbulkan 

ambiguitas hukum dan 

be$rpote$nsi me$le$mahkan 

pe$rlindungan anak dari 

be$rbagai be$ntuk ke$ke$rasan. 

 

3 Mahmudin 

Kobandaha, 2017, 

Pe$rlindungan 

Hukum Te$rhadap 

Korban Ke$ke$rasan 

Dalam Rumah 

Tangga Dalam 

Siste$m Hukum di 

Indone$sia. 

Pe$rlunya Anak 

Me$ndapatkan 

Pe$rlindungan Hukum. 

Se$bagai ge$ne$rasi masa 

de$pan bangsa, anak-anak 

adalah modal manusia 

untuk pe$mbangunan 

ne$gara dan pe$ne$rus 

prinsip-prinsip 

pe$ndiriannya. Pe$me$rintah 

te$lah me$ne$rbitkan 

pe$raturan pe$rundang-

undangan yang se$cara 

khusus me$ngatur te$ntang 

pe$rlindungan anak yaitu 

Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002  te$ntang 

Pe$rlindungan Anak. Pasal 

Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 te$ntang 

Pe$rlindungan Anak 

me$rupakan langkah positif 

pe$me$rintah untuk 

me$mbe$rikan payung hukum 

yang kuat dalam me$njamin 

hak-hak anak. Undang-

undang ini me$nyoroti 

pe$ntingnya langkah-

langkah untuk me$lindungi 

anak-anak dari be$rbagai 

bahaya fisik, me$ntal, dan 

sosial se$rta me$mastikan 

me$re$ka me$miliki 

ke$se$mpatan yang sama 

untuk tumbuh dan 

be$rke$mbang de$ngan baik. 
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1 butir 1 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 

me$nje$laskan bahwa 

“pe$rlindungan anak adalah 

se$gala ke$giatan untuk 

me$njamin dan me$lindungi 

anak dan hak-haknya agar 

dapat hidup, tumbuh, 

be$rke$mbang, dan 

be$rpartisipasi, se$cara 

optimal se$suai de$ngan 

harkat dan martabat 

ke$manusiaan, se$rta 

me$ndapat pe$rlindungan 

dari ke$ke$rasan dan 

diskriminasi”. 

Hal ini dide$finisikan se$cara 

je$las dalam Pasal 1 Angka 1. 

Namun, tantangan utama 

te$rle$tak pada 

imple$me$ntasinya. Masih 

te$rdapat kasus ke$ke$rasan, 

e$ksploitasi, dan diskriminasi 

te$rhadap anak yang 

me$nunjukkan bahwa 

pe$ne$gakan hukum se$rta 

ke$sadaran masyarakat 

te$rhadap pe$ntingnya 

pe$rlindungan anak pe$rlu 

ditingkatkan. Se$lain itu, 

pe$me$rintah pe$rlu 

me$nge$mbangkan program 

e$dukasi dan pe$mbe$rdayaan 

masyarakat agar se$mua 

pihak dapat be$rkontribusi 

dalam me$nciptakan 

lingkungan yang 

me$ndukung pe$me$nuhan hak 

anak. De$ngan de$mikian, 

Pe$me$rintah, masyarakat, 

dan ke$luarga harus 

be$rsine$rgi untuk 

me$mastikan anak me$ndapat 

pe$rlindungan hukum guna 

me$mpe$rbaiki masa de$pan 

ge$ne$rasi pe$ne$rus bangsa. 
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Perbedaan Penelitian yang ingin diteliti Dengan Yang Terdahulu 

 Inve$stigasi te$rhadap ke$putusan kriminal de$ngan ke$ke$rasan yang dibuat ole$h 

orang tua tidak te$rmasuk dalam e$mpat pe$ne$litian se$be$lumnya yang dite$mukan para 

pe$ne$liti.  Se$lain itu, putusan pe$ngadilan me$mpe$rje$las bahwa hukuman yang 

dijatuhkan ke$pada te$rdakwa le$bih ringan.  Alasan yang me$nye$babkan pe$ngadilan 

be$rsikap lunak te$rhadap orang tua yang me$nganiaya anak me$re$ka me$njadi bahan 

pe$ne$litian.  Pe$raturan yang me$ngatur ke$ke$rasan yang dilakukan orang tua te$rhadap 

anak adalah topik lain yang ingin me $re$ka jajaki. 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

3.1. Bagaimana aturan hukum yang mengatur kekerasan terhadap anak 

yang dilakukan oleh orang tua? 

 Upaya non-pidana atau pre$ve$ntif adalah upaya yang le$bih be$rfokus pada 

me$nce$gah ke$jahatan te$rjadi se$be$lum te$rjadi dan dilakukan se$cara tidak langsung 

tanpa me$nggunakan sarana pidana atau hukum pidana, se$pe$rti:   

a) Me$nggunakan pe$nde$katan pragmatis untuk me$nangani korban ke$ke$rasan 

untuk me$nce$gah hubungan antara pe$laku dan korban me$lalui pe$ngamanan 

dan pe$ngawasan korban.  

b) Me$ngubah lingkungan me$njadi te$mpat yang aman bagi anak untuk 

me$nce$gah tindak ke$ke$rasan.  

c) Me$ningkatkan ke$sadaran te$ntang tanggung jawab kole$ktif te$rhadap 

ke$ke$rasan yang me$mbantu me$nangani masalah ini.   

 Upaya Pidana (Re$pre$sif): Upaya pidana adalah upaya pe$ne$gakan hukum 

ole$h pe$ne$gak hukum yang me$ne$kankan pe$mbe$rantasan ke$jahatan se$te$lah te$rjadi 

me$lalui hukum pidana, yang me$mbe$rikan sanksi pidana se$bagai ancaman bagi 

pe$laku untuk me$me$nuhi rasa ke$adilan dan e$fe$ktifitas.  Upaya hukum pe$rlindungan 

anak ini didasarkan pada undang-undang yang me$ne$tapkan bahwa hak-hak anak 

harus dijamin dan dilindungi se$hingga me$re$ka dapat be$rke$mbang se$cara optimal, 

se$suai de$ngan harkat dan martabat ke$manusiaan, dan te$rlindungi dari ke$ke$rasan.  

 Kare$na undang-undang pe$rlindungan anak me$ne$tapkan bahwa tindak 

ke$ke$rasan me$miliki ke$te$ntuan hukum yang me$larang siapa pun untuk 

me$lakukannya. Ini dije$laskan dalam pasal 76c UU no 23 tahun 2014, pe$rubahan 

atas UU no 23 tahun 2002, "bahwa siapapun dilarang me$ne$mpatkan, me$ngacuhkan, 

me$lakukan, me$me$rintah, juga turut se$rta me$lakukan tindak ke$ke$rasan te$rhadap 

anak". Pe$mbuat undang-undang me$lindungi anak-anak dari ke$ke$rasan, se$pe$rti 

ke$ke$rasan fisik atau psikis. Ini diatur ole$h Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, 

yang me$rupakan pe$rubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
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Pe$rlindungan Anak, yang me$mpe$rke$ras hukuman pidana te$rhadap pe$laku untuk 

me$nce$gah ke$ke$rasan lanjutan.  

1) Bagi  siapapun  yang  me$langgar  ke$te$ntuan  pasal  76C “dipidana  de$ngan  

pidana  kurungan  pe$njara  paling  lama 3 (tiga) tahun 6 (e$nam) bulan 

dan/atau de$nda paling banyak se$be$sar Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua 

juta rupiah)”.  

2) “Dalam  hal  se$bagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat  1 te$rdapat  luka  

be$rat,  pe$laku  akan  dipidana  paling  lama  5 (lima)   tahun   dan/atau   de$nda   

paling   banyak   Rp. 100.000.000,00 (se$ratus juta rupiah)”.  

3) “Dalam hak anak se$pe$rti yang dimaksud pada ayat 2 mati, pe$laku dipidana 

pe$njara paling lama 15 (lima be$las) tahun dan/atau    de$nda    paling    banyak    

se$be$sar    Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.  

4) “Pidana tsb ditambah se$pe$rtiga dari ke$te$ntuan se$bagaimana yang dimaksud 

pada ayat 1, ayat 2, dan ayat   3 apabila pe$nganiayaan te$rse$but dilakukan 

orang tuanya”. 

 Maraknya fe$nome$na ke$ke$rasan dan ke$jahatan te$rhadap anak me$narik 

pe$rhatian se$rius dari be$rbagai pihak. Ini dianggap se$bagai indikator buruknya 

instrume$n hukum dan pe$rlindungan anak. Be$rdasarkan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 Pasal 20 te$ntang pe$rlindungan anak, “bahwa yang be$rke$wajiban dan 

be$rtanggung-jawab te$rhadap pe$nye$le$nggaraan pe$rlindungan anak adalah ne$gara, 

pe$me$rintah, masyarakat, ke$luarga dan orang tua”. Le$bih banyak aturan te$ntang 

pe$rlindungan dan tanggung jawab te$rhadap anak juga diatur dalam Pasal 21 dan 25.  

Dalam pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2004 te$ntang pe$nghapusan ke$ke$rasan dalam 

rumah tangga, ruang lingkup pasal ini juga me$ncakup pe$rlindungan anak dari 

ke$ke$rasan dalam rumah tangga.  Undang-undang pe$rlindungan saksi dan korban 

juga implisit me$mbe$rikan pe$rlindungan hukum te$rhadap anak. UU Nomor 13 tahun 

2006 pada pasal 5 ayat 1 butir a yakni  “se$orang saksi atau korban be$rhak: 

me$mpe$role$h pe$rlindungan atas ke$amanan pribadi, ke$luarga, dan harta be$ndanya, 

se$rta be$bas dari Ancaman yang be$rke$naan de$ngan ke$saksian yang akan, se$dang, 

atau te$lah dibe$rikannya”. Pasal ini me$nje$laskan bahwa ke$luarga dan anak 

me$rupakan satu ke$satuan anggota. Instrume$nt hukum ini me$nunjukkan bahwa 
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undang-undang Indone$sia me$mpe$rhatikan ke$be$radaan anak.  Me$mahami konse$p 

pe$rlindungan anak sangat pe$nting untuk me$nce$gah ke$ke$rasan te$rhadap anak.  

me$nghormati pandangan anak, me$nghindari prasangka, me$ne$gakkan hak anak 

untuk hidup, me$mastikan ke$langsungan hidup dan pe$rtumbuhan me$re$ka, se$rta 

me$matuhi prinsip ke$pe$ntingan te$rbaik anak.45 Be$rdasarkan Pasal 1 angka 2 

Undang-Undang Pe$rlindungan Anak:  

“Pe$rlindungan anak adalah se$gala ke$giatan untuk me$njamin dan 

me$lindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

be$rke$mbang, dan be$rpartisipasi, se$cara optimal se$suai de$ngan harkat 

dan martabat ke$manusiaan, se$rta me$ndapat pe$rlindungan dari 

ke$ke$rasaan dan diskriminasi”.  

Ke$wajiban dan tanggung jawab Ne$gara dan Pe$me$rintah dalam usaha 

pe$rlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Pe$rlindungan Anak pasal 21 s/d 

24 yakni:  

“1) Me$nghormati dan me$njamin hak asasi se$tiap anak tanpa me$mbe$dakan 

suku, agama, ras, golongan, je$nis ke$lamin,e$tnik, budaya, dan bahasa, status hukum 

anak, urutan ke$lahiran anak dan kondisi fisik dan/atau me$ntal; 2) Me$mbe$rikan 

dukungan sarana dan prasarana dalam pe$nye$le$nggaraan pe$rlindungan anak; 3) 

Me$njamin pe$rlindungan, pe$me$liharaan, dan ke$se$jahte$raan anak de$ngan 

me$mpe$rhatikan hak dan ke$wajiban orang tua, wali, atau orang lain yang se$cara 

umum be$rtanggung jawab te$rhadap anak dan me$ngawasi pe$nye$le$nggaraan 

pe$rlindungan anak; 4) Me$njamin anak untuk me$mpe$rgunakan haknya dalam 

me$nyampaikan pe$ndapat se$suai de$ngan usia dan tingkat ke$ce$rdasan anak”.  

Indone$sia, se$bagai anggota PBB, be$rtanggung jawab untuk me$matuhi 

pe$rjanjian, protokol, dan konve$nsi inte$rnasional di wilayahnya.  Konve$nsi Hak-Hak 

Anak Pe$rse$rikatan Bangsa-Bangsa adalah konve$nsi inte$rnasional yang me$ngatur 

hak-hak sipil, politik, e$konomi, sosial, dan kultural anak-anak.  Ole$h kare$na itu, 

pe$me$rintah me$mikul tanggung jawab pe$nuh untuk me$me$nuhi ke$wajiban 

                                                             
45 Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan 

Antara Norma Dan Realita, Cetakan Pertama, Edisi pertama, PT Raja Grafindo Utama, 

Jakarta, 2007, hlm. 122. 
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inte$rnasional ini, se$rta untuk me$mikul tanggung jawab ke$pe$mimpinan dalam 

me$ne$rapkan undang-undang dan prose$dur yang dipe$rlukan untuk me$me$nuhi 

ke$wajiban te$rse$but. UU Nomor 23 Tahun 2002 te$ntang Pe$rlindungan Anak te$lah 

disahkan se$bagai bukti komitme$n Pe$me$rintah Indone$sia untuk me$lindungi anak.  

Pe$rundang-undangan Indone$sia me$miliki banyak de$finisi anak, dan be$rbagai 

pe$rangkat me$ne$tapkan batasan usia anak yang be$rbe$da-be$da.  Batas usia anak 

adalah kumpulan usia maksimum yang me$nce$rminkan ke$mampuan anak dalam 

kaitannya de$ngan status atau ke$dudukan hukumnya.  Agar anak dapat be$rtahan 

hidup, tumbuh, dan be$rke$mbang de$ngan baik, pe$rlindungan anak be$rupaya untuk 

me$njamin te$rpe$nuhinya hak-haknya.   Anak-anak juga harus te$rlibat dalam hal ini 

de$ngan cara yang me$nghormati nilai dan martabat ke$manusiaan me$re$ka.    Se$lain 

itu, pe$rlindungan anak dari ke$ke$rasan dan prasangka dimaksudkan untuk me$mbantu 

anak Indone$sia tumbuh me$njadi le$bih baik, le$bih be$rmoral, le$bih sukse$s. 

a. Undang-Undang Dasar Ne$gara Re$publik Indone$sia 1945, Ne$gara adalah 

pe$me$rintah yang me$lindungi dan me$me $nuhi hak asasi manusia.  "Untuk 

me$ne$gakan dan me$lindungi hak asasi manusia, pe$laksanaannya dijamin, 

diatur, dan dituangkan dalam pe$raturan pe$rundang-undangan," bunyi dalam 

ayat 5 Pasal 28I.  Hak-hak warga ne$gara Indone$sia se$bagai orang te$rhormat 

tidak te$rcakup dalam banyak pasal.    Me$njunjung tinggi hukum ne$gara 

adalah ke$wajiban se$tiap warga ne$gara Indone$sia.  Me$nurut Pasal 28 B Ayat 

2 Undang-Undang NRI 1945, "bahwa anak be$rhak atas ke$langsungan hidup, 

tumbuh, dan be$rke$mbang se$rta be$rhak atas pe$rlindungan dari ke$ke$rasan dan 

diskriminasi", Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar hukum ne$gara 

yang me$lindungi hak-hak anak..  

b. Undang-Undang Re$publik Indone$sia Nomor 39 Tahun 1999 te$ntang Hak 

Asasi Manusia dije$laskan Se$bagai makhluk yang diciptakan ole$h Tuhan 

Yang Maha E $sa, manusia me$miliki hak asasi yang dijamin se$jak lahir.  Hak 

asasi manusia adalah hak unive$rsal dan alami yang dimiliki se$tiap orang.  

Akibatnya, hak-hak ini tidak bole$h diabaikan, dikurangi, atau dirampas ole $h 

pihak mana pun.  Se$tiap orang be$rhak atas pe$rlindungan hukum te$rhadap 

pe$langgaran hak-hak me$re$ka. Hak-hak se$pe$rti hak untuk hidup, hak atas 
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pe$ndidikan, dan hak untuk tumbuh dan be$rke$mbang sangat pe$nting untuk 

tidak diabaikan ke$tika me$mbahas pe$rlindungan hukum.  Di hadapan hukum, 

se$tiap orang me$miliki hak yang sama untuk me$mpe$role$h ke$adilan dan 

ke$pastian hukum tanpa diskriminasi.  Se$lain itu, me$re$ka be$rhak untuk hidup 

dalam ke$amanan dan ke$se$jahte$raan, be$bas dari pe$nde$ritaan dan pe$rlakuan 

yang tidak manusiawi dan ke$jam.. 

c. Undang-Undang Re$publik Indone$sia Nomor 23 Tahun 2004 te$ntang 

Pe$nghapusan Ke$ke$rasan Dalam Rumah Tangga Ke$ke$rasan dalam rumah 

tangga dapat te$rjadi ke$pada siapapun dalam lingkup satu rumah tangga. 

Be$rdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 te$ntang Pe$nghapusan 

Ke$ke$rasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 1 angka ke$-1 me$nyatakan 

“bahwa ke$ke$rasan dalam rumah tangga adalah se$tiap pe$rbuatan te$rhadap 

se$se$orang te$rutama pe$re$mpuan, yang be$rakibat timbulnya ke$se$ngsaraan 

atau pe$nde$ritaan se$cara fisik, se$ksual, psikologis, dan/atau pe$ne$lantaran 

rumah tangga te$rmasuk ancaman untuk me$lakukan pe$rbuatan, pe$maksaan, 

atau pe$rampasan ke$me$rde$kaan se$cara me$lawan hukum dalam lingkup 

rumah tangga”. Se$pe$rti yang te$rcantum dalam pe$nge$rtian di atas bahwa 

se$tiap pe$rbuatan yang te$rjadi dalam lingkup rumah tangga, maka yang 

te$rmasuk dari bagian ruang lingkup rumah tangga se$pe$rti yang te$lah 

dise$butkan be$rdasarkan Pasal 2 ayat 1 yaitu: “Suami, iste$ri, dan anak; 2. 

Orang-orang yang me$mpunyai hubungan ke$luarga de$ngan orang 

se$bagaimana dimaksud pada huruf a kare$na hubungan darah, pe$rkawinan, 

pe$rsusuan, pe$ngasuhan, dan pe$rwalian, yang me$ne$tap dalam rumah tangga; 

dan/atau 3. Orang yang be$ke$rja me$mbantu rumah tangga dan me$ne$tap dalam 

rumah tangga te$rse$but”. Pasal 5 me$nje$laskan be$be$rapa je$nis larangan 

me$lakukan ke$ke$rasan dalam rumah tangga salah satunya pada Pasal 5 huruf 

a adalah ke$ke$rasan fisik. Sanksi pidana yang dapat dibe$rikan ke$pada pe$laku 

ke$ke$rasan dalam rumah tangga khususnya ke$ke$rasan fisik be$rdasarkan 

je$nis-je$nis ke$ke$rasannya dalam Undang-Undang PKDRT diatur dalam Pasal 

44 yaitu be$rupa “pidana pe$njara paling lama lima tahun atau de$nda paling 

banyak lima be$las juta rupiah”. 
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d. d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 te$ntang Siste$m Pe$radilan Pidana 

Anak, hak-hak anak yang be$rkonflik de$ngan hukum dan hak-hak anak 

se$bagai korban diatur dalam pe$raturan ini.  Ini te$rmasuk bahwa anak harus 

dilindungi ide$ntitasnya yang dirahasiakan, bahwa hakim harus 

me$nde$ngarkan ke$te$rangan anak, dan bahwa se$mua pihak dalam kasus 

be$rtanggung jawab untuk me$nciptakan lingkungan ke$luarga yang aman 

untuk me$nghindari trauma atau ke$takutan anak.  Untuk me$mastikan bahwa 

se$orang anak yang se$dang dalam prose$s pe$rtumbuhan dan pe$rke$mbangan 

dapat hidup de$ngan aman dan aman di lingkungan sosialnya, hak-hak 

te$rse$but harus dilindungi. 

e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 te$ntang Pe$rubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 te$ntang Pe$rlindungan Anak 

Pe$nye$le$nggaraan pe$rlindungan anak dalam Undang-Undang ini dije$laskan 

me$miliki prinsip-prinsip dasar se$suai Konve$nsi Hak-Hak Anak yang dalam 

Pasal 2 “dije$laskan me$nge$nai prinsip-prinsip te$rse$but me$liputi non 

diskriminasi, ke$pe$ntingan yang te$rbaik bagi anak, hak untuk hidup, 

ke$langsungan hidup, pe$rke$mbangan anak, dan juga pe$nghargaan te$rhadap 

pe$ndapat anak”. Pe$rlindungan te$rhadap anak yang diatur dalam Pasal 3 

“be$rtujuan untuk me$mastikan bahwa hak-hak anak te$rpe$nuhi, se$hingga 

me$re$ka dapat hidup, tumbuh, be$rke$mbang, dan be$rpartisipasi se$cara optimal 

se$suai de$ngan harkat dan martabat ke$manusiaan”. Se$lain itu, pe$rlindungan 

ini juga be$rtujuan untuk me$lindungi anak dari ke$ke$rasan dan diskriminasi, 

de$ngan harapan dapat me$wujudkan anak Indone$sia yang be$rkualitas, 

be$rakhlak mulia, dan se$jahte$ra. Pasal 76C me$nyatakan “bahwa se$tiap orang 

dilarang me$ne$mpatkan, me$mbiarkan, me$lakukan, me$nyuruh me$lakukan, 

atau turut se$rta me$lakukan Ke$ke$rasan te$rhadap Anak”. Be$rdasarkan 

pe$nje$lasan dari  pasal diatas maka te$rdapat sanksi pidana yang dapat 

dibe$rikan ke$pada pe$laku be$rdasarkan ke$te$ntuan dalam Pasal 80 yang 

me$nyatakan “jika se$tiap orang yang me$langgar ke$te$ntuan Pasal 76C 

dipidana de$ngan pidana pe$njara paling lama tiga tahun e$nam bulan dan/atau 

de$nda paling banyak tujuh puluh dua juta rupiah. Jika me$ngakibatkan luka 
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be$rat maka pe$laku dapat dipidana pe$njara paling lama lima tahun dan/atau 

de$nda paling banyak se$ratus juta rupiah. Jika me$ngakibatkan ke$matian maka 

pe$laku dapat dipidana pe$njara paling lama lima be$las tahun dan/atau de$nda 

paling banyak tiga miliar rupiah. Jika se$mua ke$te$ntuan te$rse$but dilakukan 

ole$h orang tuanya se$ndiri maka pidana ditambah se$pe$rtiga dari ke$te$ntuan”. 

f. Undang-Undang Re$publik Indone$sia Nomor 31 Tahun 2014 te$ntang 

Pe$rubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 te$ntang 

Pe$rlindungan Saksi dan Korban, “korban adalah me$re$ka yang me$nde$rita 

jasmaniah dan rohaniah se$bagai akibat tindakan orang lain yang me$ncari 

pe$me$nuhan ke$pe$ntingan diri se$ndiri atau orang lain yang be$rte$ntangan 

de$ngan ke$pe$ntingan hak asasi pihak yang dirugikan”. Dalam Pasal 1 angka 

3, dije$laskan me$nge$nai pe$nge$rtian dari “korban adalah orang yang 

me$ngalami pe$nde$ritaan fisik, me$ntal, dan/atau ke$rugian e$konomi yang 

diakibatkan ole$h suatu tindak pidana”. Sangat tidak dapat dite$rima untuk 

me$ngambil tindakan apa pun yang me$ngakibatkan pe$nde$ritaan jasmani atau 

rohani orang lain.  Tindakan yang me$nimbulkan rasa sakit pada korbannya 

bisa te$rjadi dimana saja, te$rmasuk di dalam rumah orang te$rse$but se$ndiri.  

Je$las bahwa undang-undang ini me$lindungi ke$pe$ntingan para korban, dalam 

Pasal 4 di je$laskan “bahwa korban dalam me$nyampaikan ke$te$rangannya 

akan me$ndapatkan rasa aman kare$na hal te$rse$but me$rupakan tujuan dari 

pe$raturan pe$rundang-undangan ini dan korban akan me$ndapatkan ke$pastian 

hukum se$rta ke$adilan”. Hal te$rse$but didukung ole$h asas yang dibawa 

Undang- Undang Pe$rlindungan Saksi dan Korban yaitu: 

1. Pe$nghargaan Atas Harkat Dan Martabat Manusia; 

2. Rasa Aman; 

3. Ke$adilan; 

4. Tidak Diskriminatif; Dan 

5. Ke$pastian Hukum. 

  LPSK adalah le$mbaga yang ditunjuk ole$h Undang-Undang 

Pe$rlindungan Saksi dan Korban (PSK) untuk me$njamin ke$amanan saksi dan 

korban se$lama prose$s pe$rsidangan. “LPSK dapat me$mbe$rikan pe$rlindungan 
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de$ngan me$me $nuhi hak saksi dan korban se$rta me$mbe$rikan rasa aman 

ke$pada me$re$ka. Be$rdasarkan tugas dan ke$we$nangannya, LPSK be$rtanggung 

jawab untuk me$mbe$rikan pe$rlindungan dan bantuan ke$pada saksi dan 

korban”, se$pe$rti yang dise$butkan dalam Pasal 12.   Me$nurut Te$ori Klasik 

Be$ccaria, pe$raturan nasional dan inte$rnasional yang te$lah diuraikan 

se$be$lumnya dibuat de$ngan tujuan utama untuk me$nce$gah ke$jahatan.   

Kare$na se$tiap anak me$miliki hak asasi yang me$le$kat se$jak lahir, banyak 

pe$ngaturan yang me$ngatur hak-hak anak.  Hal ini dapat sangat me$mbantu 

pe$rtumbuhan dan pe$rke$mbangan anak se$cara se$hat dan ide$al.   Se$pe$rti yang 

ditunjukkan ole$h rumusan pe$raturan, se$tiap orang me$miliki hak yang se$tara 

di hadapan hukum. 

Salah satu be$ntuk pe$rlindungan anak yang dapat dibe$rikan ole $h 

pe$me$rintah dae$rah adalah pe$rlindungan khusus.  Me$nurut Pasal 59 ayat 1 

UU Pe$rlindungan Anak, "Pe$me$rintah, Pe$me$rintah Dae$rah, dan le$mbaga 

ne$gara lainnya be$rke$wajiban dan be$rtanggung jawab untuk me$mbe$rikan 

Pe$rlindungan Khusus ke$pada Anak." Se$me$ntara itu, pe$rlindungan anak 

yang umum me $ncakup be$rbagai program yang ditujukan untuk anak-anak 

yang be$rada dalam kondisi be$risiko atau re$ntan, se$pe$rti anak-anak yang 

me$njadi korban ke$ke$rasan. Pasal 59 ayat (2) huruf i UU Pe$rlindungan  Anak  

“me$ngklasifikasikan  bahwa  anak  korban  ke$ke$rasan  fisik  dalam  rumah  

tangga be$rhak atas pe$rlindungan khusus”. Anak korban ke$ke$rasan fisik 

khususnya dalam rumah tangga be$rhak atas dibe$rlakukannya pe$rlindungan 

khusus. Pe$me$rintah dalam hal ini dapat me$lakukan be$be$rapa upaya 

se$bagaimana yang dije$laskan dalam Pasal 59A UU Pe$rlindungan Anak yang 

be$rbunyi se$bagai be$rikut: 

“Pe$rlindungan Khusus bagi Anak se$bagaimana dimaksud dalam 

Pasal 59 ayat (1) dilakukan me$lalui upaya: a. Pe$nanganan yang 

ce$pat, te$rmasuk pe$ngobatan dan/atau re$habilitasi se$cara fisik, 

psikis, dan sosial, se$rta  pe$nce$gahan  pe$nyakit  dan  gangguan  

ke$se$hatan  lainnya;  b.  Pe$ndampingan  psikososial  pada  saat 

pe$ngobaan  sampai  pe$mulihan;  c.  Pe$mbe$rian  bantuan  sosial  
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bagi  Anak  yang  be$rasal  dari  Ke$luarga  tidak mampu; dan d. 

Pe$mbe$rian pe$rlindungan dan pe$ndampingan pada se$tiap prose$s 

pe$radilan  

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru 

disahkan oleh Pemerintah, pengaturan penganiayaan diatur dalam 

Pasal 466 yang berbunyi : 

”Setiap Orang yang melakukan penganiayaan, dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun6 

(enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori 

III. (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 5 (lima) tahun. (3) Jika perbuatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mengakibatkan 

matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 7 (tqjuh) tahun.”  

Tidaklah jauh berbeda dengan KUHP yang lama yang 

diterbitkan pada tahun 1946, namun yang membedakan adalah 

KUHP yang lama tidak mengatur secara detail mengenai 

Penganiayaan, dalam KUHP yang baru mengatur secara detail 

mengenai Penganiayaan.” 

 

3.2. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan ditinjau 

berdasarkan putusan NOMOR: 79/Pid.Sus/2020/PN Tte kepada orang 

tua yang melakukan kekerasan terhadap anak? 

Ke$be$rhasilan ke$adilan yang dite$rima ole$h masyarakat yang me$ncarinya sangat 

te$rgantung pada hakim yang me$miliki ke$mampuan analisis hukum yang supe$rior, 

se$rta inte$gritas, moralitas, dan e$tika yang tinggi. Se$orang hakim harus me$njaga 

ne$tralitas dan tidak me$nunjukkan ke$be$rpihakan te$rhadap salah satu pihak dalam 

pe$rsidangan. Contohnya, jaksa me$miliki tanggung jawab untuk me$wakili 

ke$pe$ntingan ne$gara dan me$mbuktikan ke$salahan te$rdakwa de$mi pe$ne$gakan hukum 

dan ke$adilan. Di sisi lain, pe$ngacara be$rfokus pada ke$pe$ntingan klie $n de$ngan 
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me$ncari ke$le$mahan dalam pe$mbuktian jaksa, yang juga be$rtujuan untuk me$ncapai 

te$gaknya hukum dan ke$adilan. Pe$ne$gakan hukum ini me$nce$rminkan pe$ne$rapan 

hukum se$cara konkre$t. 

Ke$pastian hukum, ke$untungan, dan ke$adilan adalah tiga kompone$n yang harus 

dipe$rhatikan dalam pe$ne$gakkan hukum.  Prinsip "fiat justitia e$t pe$re$at mundus" 

be$rarti bahwa hukum harus dite$rapkan se$cara konsiste$n, bahkan jika dunia runtuh.  

Untuk me$mbe$rikan tanggapan yang te$gas dan sah, putusan hakim harus dibuat 

de$ngan me$mpe$rtimbangkan be$rbagai aspe$k hukum yang re$le$van. Hakim 

diharapkan untuk me$miliki pe$mahaman yang me$ndalam te$ntang hukum dan 

me$mastikan bahwa putusannya dapat dite$rima se$cara rasional ole$h le$mbaga 

ke$hakiman, masyarakat umum, se$rta pihak-pihak yang te$rlibat dalam pe$rkara 

te$rse$but. Hakim juga harus me$mpe$rhatikan pote$nsi kore$ksi atau pe$mbatalan ole $h 

hakim di tingkat pe$radilan yang le$bih tinggi dan me$mastikan putusannya se$suai 

de$ngan doktrin hukum yang be$rke$mbang.46 

Prose$s pe$mbuatan putusan ole$h hakim sangat be$rgantung pada pe$nalaran 

hukum yang dilakukan. Pe$nalaran ini se$ring dise$but se$bagai "pe$nalaran hakim" 

ke$tika dihadapkan de$ngan kasus konkre$t. De$ngan kata lain, pe$nalaran hakim 

me$rupakan be$ntuk konkre$t dari pe$nalaran hukum yang le$bih luas dan me$mainkan 

pe$ranan pe$nting dalam me$nyusun dasar hukum (ratio de$cide$ndi) dalam se$tiap 

ke$putusan yang diambil.  

Hakim biasanya be$ke$rja se$ndiri.  Ke$kuasaan ke$hakiman umumnya dianggap 

inde$pe$nde$n dan tidak te$rpe$ngaruh ole$h inte$rve$nsi dari cabang ke$kuasaan lainnya.   

Kamil me$nje$laskan bahwa ke$mandirian hakim be$rarti ke$mampuan hakim untuk 

be$rtindak se$cara mandiri tanpa ke$te$rgantungan pada pihak lain, se$hingga me$re$ka 

dapat be$rtindak tanpa te$rpe$ngaruh ole$h hal-hal yang datang dari luar.  Namun 

de$mikian, se$bagai profe$si yang inde$pe$nde$n, hakim harus me$matuhi be$be$rapa 

undang-undang dan kode$ e$tik yang me$ngatur bagaimana me$re$ka be$rpe$rilaku.   

Dalam ke$nyataannya, ke$te$rikatan te$rse$but dapat me$me$ngaruhi ke$putusan yang akan 

                                                             
46 Habibul. U. T., Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim, Nusa 

Tenggara Barat; Universitas Nadlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Jurnal Ilmu Sosial dan 

Pendidikan, Vol 1, No. 2, 2017. hlm. 191-192. 
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dibuat ole$h hakim te$ntang kasus yang diajukan ke$padanya.  Fakta di pe$rsidangan 

dan pe$rtimbangan hukum adalah dua faktor utama yang me$mbe$ntuk ke$putusan 

hakim. Fakta-fakta di      muka      pe$rsidangan      yang dipe$rtimbangkan  ole $h  

hakim  harus dipilah  lagi  me$njadi  2,  yaitu  fakta hukum  dan  fakta  non  hukum.  

Fakta hukum  se$lalu  harus  didasarkan  ole$h adanya  minimal  2  alat  bukti  dan 

dipe$rkuat  pula  de$ngan  ke$yakinan hakim.  Fakta  non  hukum  harus 

dike$sampingkan  kare$na  tidak  pe$rlu di pe$rtimbangkan  dalam  me$ngambil 

ke$putusan. Pe$rtimbangan     ke$dua,     yaitu pe$rtimbangan hukum atas fakta hukum 

yang te$lah dikonstatir untuk ke$mudian di kualifisir  se$bagai  suatu  pe$ristiwa hukum 

te$rte$ntu, se$be$lum pada akhirnya me$ngkonstituir hukumnya. Pe$rtimbangan  hukum  

pada  dasarnya dikonstruksikan dalam putusan hakim se$bagai  suatu  prose$s  

de$duksi,  yang be$rarti  prose$s  me$ne$rapkan  pe$raturan-pe$raturan  hukum  yang  

re$le$van  untuk me$nilai  fakta  hukum  te$rse$but.  Dalam prose$s  de$duksi  inilah  

filsafat  hukum se$be$narnya me$me$gang pe$ranan pe$nting untuk  me$nghasilkan  

putusan  hakim. Prose$s de$duksi se$yogyanya tidak hanya me$ndasarkan  diri  pada  

bunyi  te$ks undang-undang,  me$lainkan  hakim harus  be$rusaha  me$mahami  konse $p 

hukum  dan  doktrin hukum   di  balik  te$ks undang-undang  te$rse$but.47 Untuk 

me$mbuat ke$putusan, hakim me$mpe$rtimbangkan dua ke$adaan: yang me$mbe $ratkan 

dan yang me$ringankan; 

a) Hal yang me$mbe$ratkan 

 Te$rdakwa adalah orang tua yang be$rtanggung jawab untuk 

me$mbe$rikan contoh yang baik ke$pada ke$luarga me$re$ka. 

b) Hal yang me$ringankan 

 Te$rdakwa be$rsikap sopan se$lama pe$rsidangan dan me$ngakui 

tindakannya; 

 Te$rdakwa me$nye$sal atas tindakannya dan be$rkomitme$n untuk tidak 

me$ngulanginya lagi; 

 Te$rdakwa me$rupakan tulang punggung ke$luarga dan Te$rdakwa, korban 

dan saksi sudah saling me$maafkan 

                                                             
47 Marlhot. J. H., Filsafat Hukum Dalam Putusan Pengailan/ Hakim, Fakultas Hukum 

Universitas Kristen Satya Wacana, Vol. 9, No. 1, 2015. hlm. 95.  
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Hakim me$mbe$rikan ke$se$imbangan ke$pada te$rdakwa be$rdasarkan be$rbagai 

ke$adaan.  Me$nurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 te$ntang Pe$rubahan 

Ke$dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 te$ntang Pe$rlindungan Anak, 

Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (4), te$rdakwa harus dianggap 

te$rbukti se$cara sah dan sah me$lakukan tindak pidana yang didakwakan dalam 

dakwaan alte$rnatif ke$dua Jaksa Pe$nuntut Umum. Se$te$lah te$rdakwa mampu 

me$ne$rima tanggung jawab, ia harus dinilai be$rsalah dan dibe$ri hukuman pidana.  

Se$luruh jangka waktu yang dike$cualikan itu harus dikurangkan dari pidana te$rse$but, 

me$ngingat te$rdakwa dalam pe$rkara ini te$lah ditahan se$cara sah.  Kare$na alasan yang 

me$maksa untuk diasingkan, diputuskan bahwa te$rdakwa harus ditahan. 

Hakim adalah pe$jabat dalam siste$m pe$radilan ne$gara yang dibe$ri otoritas 

ole$h undang-undang untuk me$njalankan prose$s pe$ngadilan dan me$njaga 

inde$pe$nde$nsi pe$radilan.  Campur tangan dari pihak luar yang tidak te$rmasuk dalam 

ke$kuasaan ke$hakiman dilarang, ke$cuali dalam situasi yang diatur ole$h Undang-

Undang Dasar Ne$gara Re$publik Indone$sia Tahun 1945.  Me$mpe$lajari, me$ne$gakkan, 

dan me$mahami konse$p-konse$p hukum se$rta rasa ke$adilan yang muncul dalam 

masyarakat adalah salah satu tugas se$orang hakim konstitusi. Me$re$ka juga harus 

me$miliki sifat yang tidak te$rce$la, jujur, adil, profe$sional, dan be$rpe$ngalaman dalam 

bidang hukum. Se$lain itu, me$re$ka harus me$matuhi aturan yang be$rlaku. 

Be$rdasarkan uraian di atas, tanggung jawab se$orang hakim antara lain 

me$ne$rima, me$me$riksa, me$mutus, dan me$nye $le$saikan se$tiap pe$rkara yang diajukan 

ke$padanya.  Untuk me$ncapai ke$be$naran dan me$wujudkan ke$adilan di masyarakat, 

hakim harus me$mpe$rtimbangkan banyak hal, baik dari pe$rspe$ktif yuridis maupun 

non-yuridis, saat me$re$ka me$mutuskan suatu pe$rkara. Me$nurut prinsip tindak pidana 

tanpa ke$salahan, pidana hanya dapat dijatuhkan jika te$rdakwa me$lakukan ke$salahan 

yang harus dibuktikan di pe$ngadilan, yaitu ke$salahan yang te$rcantum dalam 

dakwaan pe$nuntut umum. Me$nurut Pasal 183 KUHAP, ke$salahan te$rdakwa yang 

dapat me$ngakibatkan pe$njatuhan pidana harus didasarkan pada se$jumlah alat bukti 

yang sah: 

“Hakim tidak bole$h me$njatuhkan pidana ke$pada se$se$orang ke$cuali 

apabila de$ngan se$kurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
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me$mpe$role$h ke$yakinan bahwa suatu tindak pidana be$nar-be$nar te$rjadi 

dan bahwa te$rdakwalah yang be$rsalah me$lakukannya.” 

Be$be$rapa alat bukti yang dise$butkan dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu: 

1. Ke$te$rangan saksi; 

2. Ke$te$rangan ahli; 

3. Surat; 

4. Pe$tunjuk; 

5. Ke$te$rangan te$rdakwa. 

Be$rdasarkan Pasal 14 UU No. 48 Tahun 2009 te$ntang Ke$kuasaan Ke$hakiman, 

me$nye$butkan bahwa: 

“(1). Putusan diambil be$rdasarkan sidang Pasal 14 pe$rmusyawaratn 

hakim yang be$rsifat rahasia; (2) Dalam sidang pe$rmusyawaratan, se$tiap 

hakim wajib me$nyampaikan pe$rtimbangan atau pe$ndapat te$rtulis 

te$rhadap pe$rkara yang se$dang dipe$riksa dan me$njadi bagian yang tidak 

te$rpisahkan dari putusan; (3). Dalam hal sidang pe$rmusyawaratan tidak 

dapat dicapai mufakat bulat, pe$ndapat hakim yang be$rbe$da wajib 

dimuat dalam putusan; (4). Ke$te$ntuan le$bih lanjut me$nge$nai sidang 

pe$rmusyawaratan se$bagaimana diatur pada ayat (2) dan ayat (3) diatur 

dalam Pe$raturan Mahkamah Agung.” 

Hakim harus me$mpe$rtimbangkan banyak hal saat me$njatuhkan suatu 

pe$rkara pidana.  Akibatnya, ke$je$lian, ke$te$litian, ke$bijakan, dan ke$arifan sangat 

pe$nting bagi hakim.  Hakim harus me$mpe$rtimbangkan nilai-nilai sosial dan 

undang-undang saat me$njatuhkan pe$rkara pidana.  Hakim dapat me$ncapai ke$adilan 

untuk te$rdakwa, korban, masyarakat, dan juga untuk dirinya se$ndiri me$lalui prose$s 

pe$rtimbangan hakim. 

Ke$adilan yang dite$rima te$rdakwa me$mbe$ri tahu me$re$ka bahwa ke$ringanan 

hukuman didasarkan pada unsur-unsur yang me$ringankan dalam ke$putusan 

pe$ngadilan, yang me$mbe$ri te$rdakwa pe$rasaan pe$ngampunan atas tindakan yang 

me$re$ka lakukan. Ke$tika hal-hal yang me$mbe $ratkan bagi te$rdakwa diungkapkan, 

te$rdakwa me$nyadari bahwa pe$rbuatannya te$lah me$rugikan orang lain dan 

me$nimbulkan ke$re$sahan di masyarakat, se$hingga te$rdakwa harus me$ne$rima 
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hukuman yang dibe$rikan.  Dalam me$njatuhkan hukuman, hakim 

me$mpe$rtimbangkan masa de$pan te$rdakwa.  Contohnya, ke$putusan hakim untuk 

me$mbe$rikan ke$ringanan hukuman dapat dipe$ngaruhi ole$h ke$luarga te$rdakwa.48 

Dalam upaya untuk me$nciptakan ke$se$ragaman dan ke$pastian hukum, 

ke$putusan yang dibuat ole$h hakim tidak hanya be$rlaku untuk satu kasus te$rte$ntu 

te$tapi juga be$rfungsi se$bagai re$fe$re$nsi untuk kasus se$rupa di masa de$pan. 

Ke$se$ragaman me$mastikan putusan yang konsiste$n pada kasus yang se$rupa, dan 

ke$pastian me$mastikan se$tiap kasus diputuskan de$ngan cara yang sama tanpa 

pe$rbe$daan yang tidak be$rdasar. Untuk me$ne$gakkan ke$be$naran, ke$adilan, dan 

ke$pastian hukum, undang-undang ini dibuat.  Dalam me$njalankan tugasnya, hakim 

harus me$njaga ke$te$rtiban dalam pe$rsidangan, me$nguasai hukum mate$riil dan 

formil, dan me$lindungi hak-hak te$rdakwa. Se$bagai pe$ne$gak ke$adilan, me$re$ka juga 

be$rtanggung jawab untuk me$nggali dan me$nciptakan nilai-nilai hukum yang hidup 

dan be$rke$mbang di masyarakat agar ke$putusan me$re$ka me$nce$rminkan rasa ke$adilan 

di masyarakat. 

Faktor inte$rnal dan e$kste$rnal te$rmasuk faktor yang me$mpe$ngaruhi 

ke$putusan hakim te$ntang tindak pidana KDRT. Faktor e$kste$rnal, se$pe$rti te$kanan 

dari pe$me$rintah dan ke$lompok te$rte$ntu, dapat me$mpe$ngaruhi prose$s pe$rsidangan 

de$ngan me$maksakan ke$he$ndak me$re$ka atau me$lakukan inte$rve$nsi. Ke$pe$ntingan 

yang be$rkaitan de$ngan otoritas pe$me$rintah atau ke$pe$ntingan lainnya me$mbuat 

pe$me$rintah te$kanan; dalam be$be$rapa situasi, pe$me$rintah bahkan dapat te$rlibat 

se$cara langsung.49 

Hakim yang tidak me$miliki inte$gritas dan ke$pribadian yang te$guh se$bagai 

pe$ne$gak hukum dan ke$adilan dapat te$rpe$ngaruh ole$h te$kanan dari luar saat me$re$ka 

me$mbuat ke$putusan. Ole$h kare$na itu, hakim harus be$rsikap be$bas dan jujur. Se$lain 

itu, te$kanan sosial dapat me$me$ngaruhi hakim se$cara inte$rnal, te$rutama ke$tika 

me$re$ka me$nghadapi ke$sulitan dalam pe$ke$rjaan me$re$ka.  Hakim me$miliki posisi 

                                                             
48 Dian. A. R., & Pudji. A., Studi Putusan Nomor 273/PID.B/2018/ PN BJN Tentang Tindak 
Pidana Pencurian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Dasar Pertimbangan Hakim  

Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana di Bawah satu Tahun, Surabaya; Universitas Negeri 

Surabaya, NOVUM : JURNAL HUKUM, Volume 6 , 2019, e-ISSN 2442-4641, hlm. 140. 
49 Ibid., hlm.140. 
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te$rte$ntu dalam masyarakat yang tidak dapat dite$ntukan se$ndiri.  Filosofi yang 

be$rke$mbang di masyarakat sangat me$me$ngaruhi ke$putusan atau tindakan se$orang 

hakim. 

 

3.3. Bagaimana analisis hukum terhadap putusan pidana yang dikeluarkan 

oleh hakim kepada orang tua yang melakukan kekerasan terhadap 

anaknya? 

Banyak undang-undang Indone$sia me$ngatur ke$ke$rasan fisik, bahkan 

me$larang pe$rbuatan ke$pada anak.  se$pe$rti yang dinyatakan dalam Pasal 13 ayat 1 

Undang-Undang te$ntang Pe$rlindungan Anak, "bahwa se$tiap anak yang dalam 

pe$ngasuhan orang tuanya be$rhak me$ndapatkan pe$rlindungan dari ke$ke$rasan", dan 

bahkan ayat 2 me$nambahkan bahwa orang tua se$ndiri yang me$lakukan ke$ke$rasan 

dapat dike$nakan pe$mbe$ratan hukum.  Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2004 te$ntang Pe$nghapusan Ke$ke$rasan Dalam Rumah Tangga me$nyatakan, "bahwa 

se$tiap orang dilarang me$lakukan ke$ke$rasan dalam rumah tangga te$rhadap orang 

yang be$rada dalam lingkup rumah tangga dan anak te$rmasuk ke$ dalam orang dalam 

dalam me$mpe$rtimbangkan be$rat ringannya sanksi pidana yang ditajuhkan ke$pada 

te$rdakwa". Ke$be$basan hakim tidak dapat diganggu ole$h siapa pun.  Salah satu 

prinsip ke$kuasaan ke$hakiman adalah prinsip ke$be$basan hakim, yang diatur dalam 

Pasal 24 Undang-Undang Dasar Ne$gara Re$publik Indone$sia Tahun 1945, yang 

me$nunjukkan bahwa hakim me$miliki ke$be$basan dan autonomi dalam me$nganalisis 

dan me$mutuskan suatu pe$rkara. Hakim dapat me$miliki diskre$si yang le$bih be$sar 

dalam ke$wajibannya untuk me$ne$gakkan hukum dan ke$adilan de$ngan pe$rlindungan 

konstitusi.   Maje$lis hakim me$nilai unsur-unsur dakwaan pe$rtama Jaksa Pe$nuntut 

Umum te$rpe$nuhi dalam kasus ayah yang me$nganiaya anaknya se$cara fisik. 

Ke$putusan ini diambil se$suai de$ngan Pasal 76C dan Pasal 80 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 te$ntang Pe$rubahan atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 te$ntang Pe$rlindungan Anak.50  

                                                             
50 Yusman. I. A., Nur. R. A. M. & Endah. S.A., Analisi Yuridis Perlindungan Anak Korban 

Kekerasan Dakam Rumah Tangga (Studi Kasus PUTUSAN NOMOR 938/PID.SUS/2017/ 

PN SMG, Semarang; Universitas Diponegoro, DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 

10, Nomor 1, Tahun 2021, hlm. 270. 
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Tuntutan pidana JPU yang panjang le$bar tidak dise$tujui maje$lis 

hakim.Hakim be$rpe$ndapat bahwa pe$midanaan adalah tindakan pre$fe$ntif daripada 

pe$mbalasan, me$mbuat pe$laku tindak pidana sadar bahwa pe$rbuatannya me$langgar 

hukum. Ke$yakinan hakim dalam me$mutus pidana be$rdasarkan nilai-nilai ke$adilan, 

dipe$rtimbangkan be$rdasarkan putusan yang se$je$nis, agar tidak te$rjadi disparitas 

yang me$nonjol antara putusan-putusan yang se$je$nis. De$ngan me$ngacu pada 

KUHAP, hal-hal yang me$mbe$ratkan dan me$ringankan juga harus dipe$rtimbangkan.  

Pe$rilaku me$nyimpang yang dilakukan ole$h te$rdakwa  (pe$laku kriminal), jika dilihat 

be$rdasarkan Te$ori Kontrol Sosial  Travis Hirschi, te$ntunya dapat dikatakan se$bagai 

bagian dari ke$gagalan ke$lompok-ke$lompok sosial dise$kitarnya yang tidak mampu 

me$mbuat pe$laku me$nghindari tindakan yang me$rugikan dia se$bagai individu dan 

juga masyarakat se$bagai sosial. Be$sar ke$mungkinan ke$te$rikatan pe$laku de$ngan 

ke$lompok sosial inte$rnalnya yaitu ke$luarganya se$ndiri, kurang kuat se$hingga pe$laku 

dapat me$lakukan pe$rbuatan yang me$langgar norma di masyarakat.51 Didalam 

ke$lompok prime$rnya (ke$luarganya) se$harusnya dapat saling me$njaga de$ngan cara 

me$mbe$rikan attachme$nt yang dipe$rlukan untuk be$rsosialisasi dalam ke$lompok 

te$rse$but se$hingga pe$laku dapat me$miliki komitme$n dan dapat me$rasa be$rtanggung 

jawab atas ke$hidupan sosialnya agar dapat me$nce$gah te$rjadinya tindak pidana yang 

tidak diharapkan. Te$rkait de$ngan pidana yang dijatuhkan ke$pada pe$laku ke$ke$rasan 

be$rdasarkan putusan diatas dapat dikatakan se$suai de$ngan Te$ori Klasik Be$ccaria 

bahwa pe$midanaan harus se$suai de$ngan ke$jahatan yang dilakukan dan tidak bole $h 

me$le$bihi dari yang dimaksudkan se$bagai pe$nce$gahan. Hal te$rse$but juga be$rarti 

bahwa pe$midanaan bukanlah suatu ke$se$mpatan untuk me$lakukan balas de$ndam 

te$rhadap pe$laku te$tapi le$bih dite$kankan pada pe$mbinaan de$ngan harapan dapat 

me$nce$gah te$rjadinya pe$ngulangan kriminalitas yang sama dalam hal ini yang 

dimaksud yaitu ke$ke$rasan.  Pe$njara yang dijatuhkan ke$pada te$rdakwa adalah 

tindakan yang te$pat kare$na pe$njara bukanlah pe$mbalasan, te$tapi hanya tindakan 

pre$fe$ntif agar pe$laku tindak pidana dapat me$nyadari bahwa me$re$ka me$langgar 

                                                             
51 Fikri. A., Rizki .M.F., Suci. R., Meilanny. B. S., Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya 

Mengatasi Kenakalan Remaja, Bandung; Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat (JPPM), Vol. 2 No. 3, Desember 2021, hlm. 488.  
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hukum. De$ngan de$mikian, pe$njara adalah bagian dari upaya pe$mbinaan agar 

te$rdakwa dapat be$rke$lakuan baik di masyarakat se$te$lah me$njalani pidananya.52 

 Dinamika ke$pribadian me$rujuk pada ciri khas pe$rilaku dan sifat individu 

yang me$mbe$dakannya dari orang lain. Hal ini me$ncakup inte$grasi be$rbagai 

karakte$ristik se$pe$rti struktur, pola pe$rilaku, minat, ke$yakinan, ke$mampuan, dan 

pote$nsi se$se$orang. Pada anak-anak, ke$pribadian me$rupakan ke$satuan yang utuh 

antara aspe$k psikologis (jiwa) dan fisik (tubuh), yang saling be$rinte$raksi dan 

me$re$spons pe$ngaruh lingkungan se$bagai be$ntuk adaptasi. Ke$duanya tidak te$rpisah, 

te$tapi saling me$me$ngaruhi. Ke$pribadian be$rsifat dinamis dan be$rke$mbang pe$sat 

se$lama masa kanak-kanak, te$rutama pada re$ntang usia 0-6 tahun. Masa ini 

me$rupakan fase$ pe$nting pe$mbe$ntukan ke$pribadian, kare$na anak masih be$rada 

dalam tahap pe$rke$mbangan me$nuju ke$matangan. Pe$ngaruh lingkungan sangat be$sar 

dalam me$ngubah dan me$mbe$ntuk ke$pribadian me$re$ka. Pe$rubahan pe$rilaku pada 

anak, se$pe$rti dari yang awalnya ce$ria me$njadi pe$ndiam atau se$baliknya me$njadi 

agre$sif, se$ring kali dise$babkan ole$h lingkungan yang dianggap me$ngancam. Hal ini 

biasanya dipe$ngaruhi ole$h pe$rlakuan ne$gatif atau ke$ke$rasan dari orang tua maupun 

pe$ngasuh. Dampak dari pe$rlakuan te$rse$but sangat be$rgantung pada tingkat 

ke$parahan yang dialami anak se$rta usia me$re$ka . Pada masa kanak-kanak, anak 

me$miliki ke$te$rikatan e$mosional yang kuat (attachme$nt) de$ngan orang tua atau 

pe$ngasuh, kare$na me$re$ka sangat be$rgantung pada figur te$rse$but. Ikatan e$mosional 

ini te$rbe$ntuk me$lalui inte$raksi anak de$ngan orang-orang yang me$miliki arti pe$nting 

dalam hidupnya, te$rutama orang tua. 

Dampak ke$ke$rasan te$rhadap ke$pribadian anak dapat muncul se$bagai hasil 

dari pe$ngalaman ne$gatif yang dialami anak se$lama masa kanak-kanak de$ngan 

pe$ngasuhnya, baik yang be$rkaitan de$ngan variasi pe$ngasuh maupun pola 

pe$ngasuhan yang dite$rapkan. Apabila se$orang anak me$ngalami pe$rlakuan yang 

tidak me$nye $nangkan atau ke$ke$rasan se$lama masa kanak-kanak, hubungan 

e$mosional antara anak dan orang tua biasanya akan me$njadi tidak aman. Ke$tika 

orang tua, yang se$harusnya be$rpe$ran se$bagai pe$lindung, malah me$nciptakan 

                                                             
52 Ibid., hlm. 270-271.  
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ke$tidakamanan, situasi ini dapat me$munculkan pe$rasaan te$rancam, ditolak, dan 

tidak layak. Pe$ngalaman yang tidak me$nye$nangkan, baik dari se$gi fisik maupun 

psikologis, akan be$rdampak pada pe$rke$mbangan struktur ke$pribadian anak. Rasa 

sakit atau ke$se$dihan yang dialami anak se$cara be$rke$lanjutan dapat me$ngganggu 

ke$se$imbangan e$mosionalnya. Apabila pe$rasaan te$rse$but tidak me$mpe$role $h 

dukungan atau bantuan untuk me$ngatasi masalah, kondisi e$mosional anak akan 

me$ngalami pe$nurunan dan me$njadi e$le$me$n yang pe$rmane$n dalam ke$pribadiannya. 

Akibatnya, anak dapat me$nunjukkan pe$rilaku se$pe$rti pe$murung, pe$ndiam, atau 

le$bih suka me$nye$ndiri, yang dianggapnya se$bagai strate$gi untuk me$ncapai 

ke$nyamanan. 

   Anak yang ke$sulitan me$ngontrol e$mosinya ce$nde$rung me$nunjukkan 

pe$rilaku se$pe$rti me$njadi de$pre$sif, te$rlalu pe$nurut, atau se$baliknya, me$njadi agre$sif 

dan de$struktif. Hal ini juga be$rdampak pada ke$mampuan anak me$njalin hubungan 

de$ngan te$man se$baya, se$hingga re$lasi sosialnya kurang be$rke$mbang. Se$cara 

kognitif, anak me$njadi lamban dalam be$rpikir, ke$sulitan be$rkonse$ntrasi, dan se$ring 

me$rasa takut me$lakukan ke$salahan dalam tugas-tugasnya. Tingkat ke$ce$masan yang 

tinggi dapat me$micu ge$jala de$pre$si hingga munculnya ke$inginan untuk me$ncoba 

bunuh diri jika pe$rasaan ne$gatifnya tidak me$ndapatkan pe$nanganan yang te$pat. 

Dalam re$lasi sosial, anak yang tidak me$rasa aman de$ngan orang tua atau pe$ngasuh 

utama (primary care$give$r) akan ke$sulitan me$njalin hubungan yang intim saat 

de$wasa. Re$aksi anak te$rhadap pe$ngalaman buruk akan te$rbe$ntuk dari apa yang ia 

pe$lajari dan alami, dan ke$gagalan me$mbangun rasa aman pada orang-orang te$rde$kat 

dapat be$rdampak jangka panjang. Jika kondisi ini dibiarkan tanpa inte$rve$nsi, 

dampaknya dapat te$rbawa hingga de$wasa dan me$njadi bagian dari pola pe$rilaku 

sosialnya. 

 Se$te$lah me$mbacakan Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Tte$, pe$nulis 

me$nyimpulkan, be$rdasarkan dakwaan, anak korban ke$ke$rasan se$pe$rtinya tidak 

me$ndapatkan pe$rlindungan hukum.  Hakim te$ntu saja me$mpe$rtimbangkan 

ke$te$rangan dalam surat dakwaan Jaksa Pe$nuntut Umum ke$tika me$njatuhkan 

putusan dalam suatu pe$rkara.  Ke$tidakmampuan Jaksa Pe$nuntut Umum dalam 

me$mbe$rikan pe$rlindungan apapun te$rhadap anak korban me$nye$babkan putusan 
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hakim tidak me$laksanakan upaya pe$ngamanan dan ke$adilan bagi anak. Pada 

ke$nyataannya dise$butkan “Siste$m Pe$radilan Pidana Anak dise$le$nggarakan 

be$rdasarkan asas ke$pe$ntingan te$rbaik bagi anak” dalam Pasal 2 huruf d Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang me$ngatur te$ntang pe$radilan.  Hal te$rpe$nting 

bagi anak-anak dalam situasi ini adalah ke$langsungan hidup dan pe$rke$mbangan 

me$re$ka harus se$lalu dipe$rhitungkan saat me$ngambil ke$putusan.   Be$rdasarkan 

putusan hakim, ayah dari anak yang me$njadi korban adalah satu-satunya yang 

dihukum pidana atas ke$jahatan ke$ke$rasan te$rse$but.   Hakim me$njatuhkan hukuman 

yang re$latif ringan ke$pada para pe$langgar dan gagal me$ne$tapkan ke$bijakan re$parasi 

bagi para korban.  Me$ski de$mikian, se$jumlah pe$raturan pe$rundang-undangan te$lah 

me$ngatur bahwa orang tua kandung korban yang me$lakukan ke$jahatan harus 

me$nghadapi hukuman be$rat. 

Untuk me$ngurangi ke$ke$rasan te$rhadap anak, dipe$rlukan langkah-langkah 

konkre$t se$pe$rti me$mpe$rkuat siste$m pe$laporan de$ngan me$nye$diakan akse$s yang 

mudah, aman, dan rahasia bagi korban atau saksi untuk me$lapor. Tindak lanjut yang 

ce$pat dan te$gas harus dijamin. Pe$latihan bagi pe$ne$gak hukum, te$naga ke$se$hatan, 

dan pe$ke$rja sosial juga pe$rlu ditingkatkan untuk me$mastikan me$re$ka mampu 

me$nangani kasus ke$ke$rasan te$rhadap anak se$cara profe$sional dan se$nsitif. Se$lain 

itu, hambatan budaya se$pe$rti patriarki harus diatasi me$lalui kampanye$ publik dan 

pe$ndidikan yang me$mpromosikan ke$se$taraan dan pe$rlindungan anak. Program 

pe$latihan dan konse$ling bagi ke$luarga juga dipe$rlukan untuk me$ningkatkan 

pe$mahaman te$ntang pola asuh yang positif, me$nciptakan lingkungan yang 

me$ndukung tumbuh ke$mbang anak. 

Dalam pe$njatuhan hukuman, e$fe$k fisik dan psikologis ke$ke$rasan te$rhadap 

anak me$njadi pe$rtimbangan pe$nting. Se$makin be$rat dampaknya, se$makin te$gas 

hukuman yang dibe$rikan. Faktor niat dan ke$se$ngajaan pe$laku juga me$njadi 

pe$rhatian, de$ngan hukuman le$bih be$rat untuk tindakan yang dire$ncanakan atau 

dilakukan se$cara be$rulang. Hakim harus me$matuhi ke$te$ntuan hukum yang be$rlaku, 

se$pe$rti UU Pe$rlindungan Anak, dan me$mpe$rtimbangkan kondisi pe$laku, te$rmasuk 

ke$se$hatan me$ntal dan latar be$lakang e$konomi, untuk me$ne$ntukan hukuman yang 

te$pat, se$pe$rti re$habilitasi atau pe$njara. 
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Pe$latihan khusus untuk hakim, jaksa, dan pe$ngacara sangat pe$nting untuk 

me$ningkatkan pe$nanganan kasus ke$ke$rasan te$rhadap anak. Pe$nilaian profe$sional 

te$rhadap kondisi pe$laku harus dilakukan ole$h ahli untuk me$ndukung re$kome$ndasi 

hukuman yang e$fe$ktif. Dalam kasus ke$ke$rasan dalam ke$luarga, me$diasi atau 

re$konsiliasi hanya bole$h dilakukan de$ngan me$mastikan ke$amanan dan 

ke$se$jahte$raan anak te$tap me$njadi prioritas utama. 

Pe$nde$katan yang se$imbang juga dipe$rlukan dalam pe$njatuhan hukuman, 

de$ngan me$mbe$rikan e$fe$k je$ra ke$pada pe$laku se$kaligus me$mastikan korban 

me$ndapatkan pe$mulihan psikologis dan fisik. Pe$me$rintah dan le$mbaga hukum 

harus te$rus me$ningkatkan ke$sadaran masyarakat te$ntang bahaya ke$ke$rasan te$rhadap 

anak me$lalui e$dukasi publik. Kampanye$ dipe$rlukan untuk me$ngubah norma sosial 

yang me$ndukung hukuman fisik. Akhirnya, putusan yang te$rlalu ringan dalam 

kasus be$rat atau be$rulang harus die$valuasi me$lalui me $kanisme$ pe$ngawasan 

pe$radilan agar konsiste$nsi dalam pe$ne$rapan hukum te$rjaga dan ke$adilan publik 

dipe$nuhi. 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1. KESIMPULAN 

1. Orang tua yang me$lakukan ke$ke$rasan te$rhadap anak dapat dije$rat hukuman 

pidana, baik me$lalui undang-undang Pe$rlindungan Anak maupun PKDRT. 

Hukuman dapat be$rupa pe$njara dan de$nda, te$rgantung pada tingkat 

ke$ke$rasan yang dilakukan. Me$skipun hukum sudah cukup kuat, pada 

praktiknya pe$ne$gakan hukum se$ring me$nghadapi tantangan, se$pe$rti 

kurangnya pe$laporan, budaya patriarki, dan kurangnya pe$mahaman te$ntang 

hak-hak anak baik dari masyarakat maupun ke$luarga itu se$ndiri. 

2. Dalam me$mutuskan kasus ke$ke$rasan te$rhadap anak, hakim 

me$mpe$rtimbangkan be$rbagai aspe$k hukum dan sosial untuk me$mastikan 

ke$adilan. ke$kuatan bukti yang diajukan di pe$rsidangan me$njadi faktor 

utama, te$rmasuk ke$saksian saksi, hasil visum e$t re$pe$rtum, dan dokume $n 

te$rkait ke$ke$rasan.  

3. Bukti ke$ke$rasan, ke$rusakan fisik dan psikologis anak, se$rta niat pe$laku 

se$muanya harus dipe$rtimbangkan ole$h hakim. Se$tiap be$ntuk ke$ke$rasan 

te$rhadap anak me$rupakan pe$langgaran se$rius, se$hingga putusan pidana yang 

dibe$rikan harus me$mbe$rikan ke$adilan bagi korban, e$fe$k je$ra bagi pe$laku, 

se$rta upaya re$habilitasi untuk ke$luarga (jika me$mungkinkan). Namun, 

dalam praktiknya, ada be$be$rapa tantangan yang bisa muncul dalam putusan 

hakim, se$pe$rti kurangnya bukti kuat, norma sosial yang me$ndukung 
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tindakan disiplin fisik ole$h orang tua, se$rta kondisi psikologis dan e$konomi 

pe$laku yang kadang me$njadi pe$rtimbangan untuk me$mbe $rikan hukuman 

yang le$bih ringan. Dalam kasus-kasus te$rte$ntu, putusan yang dianggap 

ringan bisa me$nimbulkan ke$tidakpuasan publik dan dianggap tidak 

me$me$nuhi rasa ke$adilan, te$rutama jika ke$ke$rasan yang dilakukan sangat 

be$rat atau be$rulang. 

 

4.2. SARAN 

1. Untuk me$ngatasi ke$ke$rasan te$rhadap anak, dipe$rlukan langkah-langkah 

strate$gis yang me$libatkan be$rbagai pihak.  pe$me$rintah dan le$mbaga te$rkait 

harus me$ningkatkan e$dukasi dan sosialisasi ke$pada masyarakat te$ntang 

pe$ntingnya pe$rlindungan hak anak, te$rmasuk bahaya ke$ke$rasan dalam 

ke$luarga.  

2. Untuk me$ndukung prose$s pe$radilan yang adil dalam kasus ke$ke$rasan 

te$rhadap anak, be$be$rapa langkah dapat diusulkan. Pe$rtama, dipe$rlukan 

pe$ningkatan akse$s te$rhadap layanan fore$nsik dan me$dis untuk me$mastikan 

bukti yang diajukan kuat dan dapat dipe$rcaya. Ke$dua, dukungan psikologis 

bagi anak korban harus me$njadi prioritas, te$rmasuk pe$nye $diaan konse$ling 

yang kompre$he$nsif untuk me$mbantu pe$mulihan jangka panjang 

3. Untuk me$mastikan putusan pidana te$rhadap orang tua yang me$lakukan 

ke$ke$rasan te$rhadap anak me$nce$rminkan ke$adilan dan e$fe$ktivitas, be$be$rapa 

langkah dapat diambil. Pe$rtama, pe$nguatan pe$ngumpulan bukti harus 

me$njadi prioritas, te$rmasuk pe$libatan ahli fore$nsik, psikolog, dan pe$ke$rja 

sosial untuk me$mastikan se$mua aspe$k kasus dapat diungkap se$cara 

kompre$he$nsif. Ke$dua, hakim pe$rlu dibe$rikan pe$latihan khusus untuk 

me$mahami dampak psikologis ke$ke$rasan te$rhadap anak se$rta bagaimana 

norma sosial tidak bole$h me$ngurangi ke$adilan bagi korban.  
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